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   

Yang artinya “ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan 

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.Sesungguhnya 

rahmat Allah sangat dekat dengan orang- orang yang berbuat baik”. 

(QS Al A’raf : 56) 
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ABSTRAK 

Riska Hidayatus Solehah, 2024 :Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kopi Di 

Sungai Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

Kata Kunci :Pengelolaan, lingkungan dan limbah 

Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia itu 

sendiri, kerusakan tersebut banyak menyebabkan kerugian dalam kehidupan salah 

satunya adalah pencemaran air dan penghirupan udara yang tidak segar yang 

mengakibatkan buruk terhadap kesehatan. Salah satu penyebab pencemaran 

lingkungan adalah membuang limbah kulit kopi yang langsung dibuang kesungai, 

terutama yang terjadi di pabrik kopi Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember.Kurangnya pemahaman terkait dengan pengelolaan (IPAL) adalah suatu 

faktor tejadinya pencemaran, sehingga bagaimana hak pemerintah Dinas 

Lingkungan Hidup Jember dalam menegakkan hukum akibat dari pencemaran 

limbah kulit kopi. 

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Apa upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah kopi tersebut? 

Bentuk atau jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum emipiris (empirical research) dengan menggunakan dua metode yaitu 

pendekatan perundang- undangan dan pendekatan studi kasus.Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan 

studi pustaka. 

Kesimpulan penelitian ini 1) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas 

Lingkungan Hidup Jember dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di 

Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan 

pembinaan dan pengawasan.Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan kunjungan terhadap setiap 

usaha.Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini 

dengan dilakukan setiap enam bulan sekali dan mereka yang mempunyai kegiatan 

usaha wajib melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media 

lingkungan.Tetapi sistem pengawasan ini belum telihat maksimal karena masih 

ada yang membuang limbahnya langsung ke sungai seperti yang dilakukan oleh 

pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Dinas 

Lingkungan Hidup mengatasinya dengan beberapa tahapan yaitu dengan registrasi 

pengaduan, koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan camat/ wilayah 

setempat kewenangan penyelesaiann pengaduan.Dan setiap pengaduan di 

selesaikan secara berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten. 2) Setiap 

manusia mempunyai hak dan kewajiban atas terjaga kelestarian lingkungannya, 

karena keberadaan masyarakat ini akan efektif dan optimal  didalam pengawasan 

terhadap aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian 

Sepanjang keberadaannya, manusia selalu terhubung erat dengan 

lingkungan, menandakan hubungan yang terus berkembang.Perubahan-

perubahan ini terjadi baik secara alami maupun melalui campur tangan 

manusia, yang mengarah pada interaksi dinamis antara manusia dan alam. 

Lingkungan berada dalam keadaan yang terus berubah, dimana unsur-

unsur seperti air, udara, dan tanah berinteraksi dengan organisme hidup untuk 

menghasilkan konfigurasi baru, mewujudkan sistem perubahan yang dikenal 

sebagai keseimbangan alam. Namun, tindakan manusia, meski inovatif dan 

transformatif dalam membentuk lingkungannya, tidak selalu sejalan dengan 

kebijaksanaan dan kehati-hatian.Terkadang, aktivitas manusia mengganggu 

keseimbangan alam yang rapuh ini, sehingga menimbulkan dampak buruk 

terhadap lingkungan.  

Gangguan ini berasal dari ketidaksesuaian mendasar antara keinginan 

manusia dan keseimbangan alam, yang pada akhirnya menciptakan apa yang 

disebut sebagai “masalah” dalam keberadaan manusia. Ketika seseorang 

menemukan ketidaksesuaian antara aspirasinya dan kenyataan yang mereka 

amati, seperti menyaksikan degradasi lingkungan, respons mereka—atau 

kekurangannya—mencerminkan rasionalitas dan karakter moral 

mereka.Kegagalan untuk mengambil tindakan atau bahkan 

mempertimbangkan perubahan dalam keadaan seperti itu bertentangan 
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dengan cita-cita rasionalitas dan kebajikan sebagaimana dibayangkan dalam 

kerangka kehormatan dan martabat ilahi. 

Penting untuk menyadari bahwa manusia dan lingkungan hidup 

merupakan ciptaan dari suatu kekuatan yang lebih tinggi, yang masing-

masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda.Sebagai 

pengelola Bumi, manusia ibarat penjaga atau pengelola yang diberi tugas 

memelihara lingkungan dan mengoptimalkan kondisi kehidupan.Gagasan 

tentang penatalayanan ini, sering digambarkan sebagai peran seorang 

khalifah, menggarisbawahi keharusan etis bagi manusia untuk melakukan 

kepedulian yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

sehingga memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam tatanan besar 

penciptaan.
1
 

Lingkungan hidup, yang dianugerahkan kepada umat manusia sebagai 

anugerah Ilahi, berfungsi sebagai reservoir penting yang menopang 

kehidupan dan memberikan ruang bagi upaya manusia.Sumber daya yang 

dimilikinya, bila dimanfaatkan secara bijaksana, akan memberikan kontribusi 

terhadap kesejahteraan umum, sehingga menghasilkan kehidupan yang 

harmonis dan memuaskan.Perjuangan mencapai kebahagiaan dalam hidup 

sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, sebuah konsep 

yang menganut etos lingkungan hidup dan berpedoman pada kebijakan 

nasional yang holistik dan terpadu, serta memperhatikan kebutuhan generasi 

sekarang dan masa depan. Inti dari etos ini adalah pentingnya penerapan 

                                                 
1
Indang Dewata, Yun Hendri Danhas,Pencemaran Lingkungan, (Depok, PT RAJA 

GRAFINDO PERSADA, 2018), 57. 
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praktik pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis, konsisten, dan 

seimbang. 

Praktik-praktik ini menjadi pilar yang mendukung terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kesadaran lingkungan.Untuk 

melaksanakan strategi pengelolaan tersebut secara efektif, diperlukan 

pendekatan yang berbeda-beda, yang tidak hanya mempertimbangkan tingkat 

kesadaran masyarakat saat ini tetapi juga tren lingkungan global dan kerangka 

hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. 

Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah berkembang secara 

signifikan, mencerminkan semakin besarnya pemahaman tentang peran umat 

manusia sebagai penjaga Bumi.Berdasarkan landasan ini, jalan menuju 

pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan terletak pada 

penyempurnaan dan peningkatan inisiatif kesadaran yang sudah ada.Dengan 

memupuk apresiasi yang lebih dalam terhadap pengelolaan lingkungan hidup 

dan menyelaraskan nilai-nilai masyarakat dengan praktik berkelanjutan, 

tujuan menyelaraskan aktivitas manusia dengan ritme alam dapat 

terwujud.Melalui upaya kolektif yang memadukan kearifan tradisional 

dengan pengetahuan kontemporer, masyarakat dapat membentuk hubungan 

simbiosis dengan lingkungan, memeliharanya sebagai warisan bersama untuk 

generasi mendatang. 

Perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan tidak hanya menuntut 

inovasi teknologi namun juga perubahan pola pikir yang mendalam—sebuah 
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perubahan yang mengakui keterhubungan semua bentuk kehidupan dan 

menganut visi holistik tentang kesejahteraan yang berakar pada integritas 

lingkungan.
2
 Seiring dengan perkembangan pesat di Indonesia, peningkatan 

pembuangan limbah secara signifikan menimbulkan ancaman besar terhadap 

lingkungan.Tren peningkatan timbulan sampah ini diperkirakan akan memicu 

berbagai perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi ekosistem, sehingga 

menyebabkan degradasi lingkungan secara luas. 

Dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup ini dapat 

mempunyai konsekuensi yang luas, tidak hanya berdampak pada habitat 

alami namun juga kesehatan dan kesejahteraan manusia.Kegiatan industri, 

yang merupakan bagian integral dari pembangunan, seringkali menghasilkan 

limbah cair yang mengandung racun.Yang mengejutkan, limbah ini sering 

kali dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan atau pengolahan yang 

tepat.Praktik pembuangan yang tidak bertanggung jawab tersebut 

menimbulkan bahaya besar bagi ekosistem perairan, mengganggu 

keseimbangan dan membahayakan kehidupan banyak spesies yang 

bergantung pada lingkungan tersebut.Selain itu, kontaminasi perairan umum 

dengan limbah industri yang tidak diolah menambah bahaya lingkungan, 

sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas dan keamanan 

air.Implikasi dari pembuangan limbah yang tidak terkendali tidak hanya 

mencakup masalah ekologi, namun juga mencakup dampak sosio-ekonomi 

yang lebih luas. 

                                                 
2
 Wahyu Nugroho, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 

Yogyakarta A. Tajus Subky, 2022 ).hal 1.  
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Daerah yang memiliki aktivitas industri tinggi sangat rentan terhadap 

peningkatan volume limbah, termasuk bahan berbahaya dan beracun.Dampak 

kumulatif dari polutan-polutan ini dapat sangat merusak, menyebabkan 

kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki lagi dan menimbulkan risiko 

kesehatan yang serius bagi populasi manusia yang tinggal di wilayah 

tersebut.Untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup yang mendesak ini 

diperlukan pendekatan multifaset yang menggabungkan kerangka peraturan, 

inovasi teknologi, dan kampanye kesadaran masyarakat. 

Kebijakan pengelolaan limbah yang ketat harus diterapkan untuk 

mengatur praktik pembuangan limbah di seluruh industri, memastikan 

kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup, dan mendorong pengelolaan 

sumber daya alam yang bertanggung jawab.Selain itu, investasi pada 

teknologi dan infrastruktur pengolahan limbah yang canggih sangat penting 

untuk memitigasi dampak buruk limbah industri terhadap ekosistem dan 

kesehatan masyarakat.Keterlibatan masyarakat dan pendidikan memainkan 

peran penting dalam menumbuhkan budaya tanggung jawab dan 

keberlanjutan lingkungan.Dengan meningkatkan kesadaran mengenai dampak 

buruk dari pembuangan limbah sembarangan dan mendorong praktik ramah 

lingkungan, masyarakat dapat secara aktif berkontribusi dalam menjaga 

lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan. 

Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat 

sipil sangat penting untuk mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan 

oleh pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan yang pesat, sehingga 
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mendorong keseimbangan yang harmonis antara kemajuan dan pelestarian 

lingkungan.
3
 

Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi karena yang telah dibuat 

oleh manusia, kerusakan tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian dalam 

kehidupan salah satunya yaitu banjir dan penghirupan udara yang tidak segar 

yang mengakibatkan buruk pada kesehatan.
4
Ada banyak penyebab terjadinya 

pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah pembuangan limbah 

pabrik kopi yang telah dibuang kesungai. Masalah lingkungan seperti ini 

sudah banyak terjadi dimana- mana meskipun dengan jenis yang berbeda, 

terutama seperti yang terjadi di  Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember.  

Pabrik kopi yang terletak di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember merupakan salah satu peninggalan Belanda yang sampai 

saat ini masih aktif digunakan bahkan berkembang dari masa ke masa. Kopi 

merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Mulyorejo, ada 

beberapa proses yang harus dilakukan untuk memperoleh biji kopi yang 

bersih dan berkualitas. Sebagian besar di Desa mulyorejo terdapat banyak 

perkebunan kopi, dan dengan adanya pabrik pengelohan kopi banyak 

menguntungkan bagi masyarakat petani karena akan menghasilkan suatu kopi 

yang berkualitas.  

                                                 
3
Dewi Safitri, “Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hiduo Menurut Undang- 

Undangn No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4. 
4
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 



7 

 

 

 

Sepintas jika diperhatikan tidak ada yang salah dengan adanya pabrik 

ini, tetapi dibalik itu jika di perhatiakan lebih detail dan jelas lagi ada 

beberapa permasalahan yang muncul, sampel kecil yang tampak adalah 

penurunan kualitas air serta penghirupan udara yang tidak segar, pencemaran 

ini terjadi karena pembuangan kulit atau ampas kulit kopi yang dibuang 

kesungai. Namun ada sedikit  warga yang memanfaatkan kulit kopi tersebut 

dengan dikelolan menjadi pupuk bahkan dapat juga dikelola menjadi jamur. 

Karena hasil panen kopi yang meningkat sehingga tempat pembuangan 

limbah tersebut tidak cukup dan kurang memadai, akhirnya limbah tersebut 

mengeluap dan mengalir kea rah sungai. Keberadaan limbah tersebut dapat 

merugikan warga sekitar,karena dengan adanya limbah tersebut 

mengakibatkan penghirupan udara yang tidak segar serta kekurangan air 

bersih.  

Bahkan jika musim kemarau di beberapa tempat mengalami banjir 

khususnya perumahan yang disekitar pinggir sungai tak lain disebabkan dari 

pembuangan limbah pabrik tersebut yang mengakibatkan penyumbatan diarea 

sungai. Selain merugikan kepada warga yang telah di jelaskan diatas, warga 

juga mengalami gatal- gatal akibat dari limbah tersebut.Dengan terjadinya 

pencemaran ini sampai saat ini warga tidak ada yang pernah protes ataupun 

memberikan solusi terhadap pemerintah. 

Potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan penyebaran limbah yang 

tidak terkendali ke lingkungan menggarisbawahi pentingnya praktik 

pengelolaan limbah yang khusus.Hal ini memerlukan proses komprehensif 
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yang mencakup pengemasan, penyimpanan, dan transportasi, yang 

disesuaikan dengan karakteristik unik limbah tersebut.Dengan mematuhi 

protokol ketat dalam penanganan sampah, dampak buruk terhadap kualitas 

lingkungan dapat dikurangi, menjaga integritas ekosistem dan menjaga 

kesehatan masyarakat.
5
 

Interaksi manusia dengan lingkungan sudah melekat sejak lahir, 

mencerminkan hubungan simbiosis dimana manusia mengambil sumber daya 

penting seperti udara, air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari 

lingkungannya.Saling ketergantungan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan lingkungan hidup 

sebagai suatu kesatuan yang utuh yang mencakup seluruh unsur, kekuatan, 

kondisi, dan makhluk hidup—termasuk perilaku manusia—yangsecara 

kolektif mempengaruhi keharmonisan alam, kelangsungan hidup, dan 

kesejahteraan seluruh organisme.  

Dalam kerangka ini, manusia, sebagai spesies puncak dalam ekosistem, 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memanfaatkan sumber daya 

alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Lanskap peradaban manusia 

yang terus berkembang, ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, 

menggarisbawahi perlunya inovasi terus-menerus untuk mendukung 

penghidupan.Meskipun teknologi telah merevolusi aktivitas sehari-hari, 

meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, teknologi juga membawa risiko dan 

                                                 
5
Dewi Safitri, “Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4. 
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tantangan tersendiri. Sifat ganda dari kemajuan teknologi terlihat jelas dalam 

kemampuannya dalam memberi manfaat dan merugikan lingkungan.Adopsi 

teknologi yang meluas, yang didorong oleh tuntutan konsumen dan motif 

keuntungan, telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti 

polusi dan degradasi lingkungan. 

Perkembangan teknologi yang tidak terkendali, yang ditandai dengan 

pola pikir konsumtif dan proses produksi yang intensif sumber daya, telah 

membebani ekosistem alam, mengganggu keseimbangan dan berkontribusi 

terhadap penipisan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan 

lingkungan hidup yang kompleks ini, perubahan paradigma sangatlah 

penting, yaitu perubahan paradigma yang mendukung praktik pembangunan 

berkelanjutan dan inovasi teknologi yang bertanggung jawab. 

Hal ini memerlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan 

pengelolaan lingkungan, memprioritaskan solusi yang meminimalkan jejak 

ekologis dan mendorong ketahanan dalam sistem alam.Upaya kolaboratif 

yang melibatkan pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan 

masyarakat sangat penting untuk memetakan jalan menuju pembangunan 

berkelanjutan, dimana kemajuan manusia diselaraskan dengan pelestarian 

integritas ekologi untuk generasi sekarang dan masa depan.
6
 Kehidupan 

manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan, membentuk hubungan 

timbal balik dimana kedua belah pihak saling mempengaruhi dan 

menopang.Sebagai penghuni planet ini, kita bergantung pada lingkungan 

                                                 
6
 Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2005, hal 3.  
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untuk kebutuhan mendasar kita, mulai dari makanan dan tempat tinggal 

hingga pemenuhan keinginan dan aspirasi.Intinya, keberadaan kita sangat 

terkait dengan kesehatan dan vitalitas lingkungan tempat kita tinggal, 

menekankan pentingnya memelihara dan melestarikannya demi kesejahteraan 

bersama.  

Salah satu sumber daya alam penting yang penting bagi kelangsungan 

hidup adalah air—sebuah elemen dasar yang tidak hanya menopang 

kehidupan manusia namun juga mendukung beragam ekosistem dan spesies 

yang hidup di planet kita.Menyadari peran penting air dalam menjaga 

keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia, maka penting untuk 

menjaga kemurnian dan fungsinya melalui praktik perlindungan dan 

pengelolaan yang cermat.
7
 

Polusi air merupakan ancaman signifikan terhadap kesehatan manusia 

dan stabilitas lingkungan.Kontaminan yang masuk ke badan air dapat 

menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya membahayakan kualitas air 

minum tetapi juga integritas habitat perairan dan organisme yang bergantung 

padanya.Untuk mempertahankan fungsi vital air dan menjamin 

ketersediaannya untuk generasi mendatang, upaya terpadu dalam 

pengendalian pencemaran air dan manajemen kualitas sangat diperlukan. 

Strategi pengelolaan air yang efektif memerlukan pendekatan holistik 

yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan mendesak namun juga 

keberlanjutan sumber daya air dalam jangka panjang.Hal ini mencakup 

                                                 
7
 Ega Setia Lestari, : Strategi Mengatasi Pencemaran Sekitas Pertambangan Emas 

Tanpa Izin Berdasarkan Masyarakat dan Pemerintah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang.  
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penerapan langkah-langkah untuk mencegah polusi, mengatur penggunaan, 

dan mendorong praktik konservasi yang sejalan dengan prinsip 

ekologi.Dengan memprioritaskan pelestarian kualitas air, kami menjunjung 

tinggi tanggung jawab kami untuk menjaga kesehatan manusia, mendukung 

ekosistem yang berkembang, dan menjaga keseimbangan harmonis dalam 

lingkungan alami kita.  

Lebih jauh lagi, pengelolaan air yang bijaksana tidak hanya sekedar 

pemanfaatan sumber daya saja hal ini juga mewujudkan komitmen terhadap 

kesetaraan antar generasi, mengakui kebutuhan dan hak generasi mendatang 

untuk mengakses air bersih dan berlimpah.Menyeimbangkan kebutuhan 

manusia dengan kepentingan ekologis memastikan bahwa tindakan kita saat 

ini memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan dan umur panjang 

sumber daya air, memupuk warisan pengelolaan lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
8
 

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul 

:“UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK KOPI 

DI SUNGAI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN 

JEMBER”.  

 

 

                                                 
8
Dewi Safitri, “Sanksi pidana Pencemaran Lingkungan Hiduo Menurut Undang- 

Undangn No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020), hal 4. 
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B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:  

1. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran 

limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember? 

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latang berlakang diatas maka adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi 

pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kopi tersebut.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian berfungsi sebagai sumber daya dasar, memperkaya 

pemahaman kita tentang berbagai bidang seperti ilmu lingkungan dan 

kajian hukum.Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan 

lingkungan hidup, khususnya yang mengatur pengelolaan pencemaran 

akibat limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, 
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Kabupaten Jember, peneliti dapat memperdalam pemahaman 

mengenai kerangka hukum dan implikasi praktisnya. 

b. Penelitian memainkan peran penting dalam pendidikan lingkungan 

hidup dengan menyediakan platform untuk menyebarkan 

pengetahuan.Melalui studi terperinci, peneliti dapat menyoroti 

dampak polusi dan mendukung praktik pengelolaan berkelanjutan.Hal 

ini tidak hanya memperluas pengetahuan ilmiah tetapi juga 

meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan 

mengenai tantangan lingkungan dan solusi potensial. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi UIN KHAS JEMBER  

Penelitian ini berperan sebagai landasan kemajuan 

akademik.Temuan dari proyek penelitian memberikan kontribusi 

wawasan berharga dan menjadi referensi untuk penelitian masa 

depan.Dengan mempelajari topik pengelolaan lingkungan, peneliti 

dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi polusi dan 

mendorong keberlanjutan ekologi. 

b. Bagi Masyarakat  

Tujuan utama penelitian adalah memberi manfaat bagi 

masyarakat luas.Dengan berfokus pada pengelolaan lingkungan, upaya 

penelitian dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan publik dan 

praktik masyarakat.Dengan berbagi hasil penelitian, masyarakat 

memperoleh akses terhadap informasi berharga yang mendorong 
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pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.Hal ini, pada gilirannya, 

akan menumbuhkan budaya pengelolaan lingkungan yang bertanggung 

jawab dan mendorong individu untuk menerapkan perilaku 

berkelanjutan. 

E. Definisi Istilah  

1. Pengelolaan  

Kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

meliputi proses, cara, atau tindakan pengawasan dan pengarahan.
9
Ini 

menunjukkan koordinasi upaya kolektif untuk mencapai tujuan 

tertentu.Hal ini melibatkan orkestrasi aktivitas yang memanfaatkan energi 

individu, perumusan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan, dan 

pemantauan yang cermat terhadap semua aspek yang terkait dengan 

implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan. 

2. Lingkungan  

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” sebagaimana dimaksud 

dalam KBBI adalah lingkungan hidup dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup manusia dan 

hewan.
10

Hal ini menandakan keterkaitan holistik antara elemen-elemen 

yang membentuk kondisi, organisme hidup termasuk manusia, dan 

dinamika perilakunya, yang secara kolektif membentuk dan berdampak 

pada alam, pelestariannya, dan kesejahteraan seluruh penghuninya. 

 

                                                 
9
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/kelola, diakses pada Sabtu, 9 September 2023. 
10

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/lingkung, diakses pada Sabtu, 9 September 2023. 

https://kbbi.web.id/kelola
https://kbbi.web.id/lingkung
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3. Pencemaran  

Pencemaran menurut KBBI dan dijabarkan lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup berarti proses, cara, atau tindakan 

pencemaran lingkungan hidup.
11

Ini menandakan masuknya zat, energi, 

atau unsur lain yang mengubah bentuk aslinya.Secara hukum, pencemaran 

berkaitan dengan zat, energi, atau komponen lain yang dimasukkan ke 

dalam lingkungan melalui aktivitas manusia, melebihi standar kualitas 

lingkungan yang ditetapkan.
12

 

4. Limbah  

Yang dimaksud dengan “Limbah” dalam KBBI adalah sisa-sisa 

proses produksi atau bahan-bahan yang cacat di dalamnya.
13

 Ini mengacu 

pada bahan yang bentuk aslinya telah diubah, sering kali mengandung zat 

berbahaya yang merugikan lingkungan, kesehatan manusia, dan 

kelangsungan hidup organisme hidup.Limbah yang dibuang secara tidak 

benar mengalami perubahan dari tujuan awalnya sehingga menimbulkan 

banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan manusia.Namun, 

pengelolaan limbah yang efektif mempunyai potensi menghasilkan 

dampak lingkungan yang positif. 

  

                                                 
11

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/cemar, diakses pada Sabtu, 9 September 2023. 
12

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
13

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/limbah, diakses pada kamis, 5 Oktober 2023.  

https://kbbi.web.id/cemar
https://kbbi.web.id/limbah
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5. Pabrik  

Menurut definisi KBBI, yang dimaksud dengan “pabrik” adalah 

suatu bangunan yang dilengkapi dengan mesin-mesin untuk produksi 

massal barang-barang tertentu.
14

Ini berfungsi sebagai penghubung di mana 

elemen-elemen industri seperti tenaga kerja, peralatan, sumber energi, 

modal, informasi, dan sumber daya alam menyatu dalam sistem produksi 

untuk memfasilitasi keluaran yang efisien dan optimal.Biasanya, pabrik 

berfungsi sebagai pusat produksi terpusat, dilengkapi dengan infrastruktur 

dan fasilitas tambahan yang dikelola oleh perusahaan. 

6. Upaya  

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah suatu 

usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan. Atau juga dapat diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud dan memecahkan persoalan mencari 

jalan keluar.
15

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga 

dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis, terencana dan terarah untuk menjadi sesuatu hal agar tidak 

meluas atau timbul.  

7. Partisipasi 

Partisipasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keikutaertaan 

/ mengawasi, mengontrol dan memengaruhi masyarakat dalam suatu 

                                                 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/ daring, 

https://kbbi.web.id/pabrik, diakses pada Kamis, 5 Oktober 2023.  
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/upaya, diakses pada Rabu 19 Juni 2024.  

https://kbbi.web.id/pabrik
https://kbbi.web.id/upaya
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keguatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi 

pelaksanaan.
16

Dapat dipahami partisipasi merupakan keterlibatan 

seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan 

perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam 

upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha  mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan 

pencapaian tujuan tersebut.  

F. Sitematika Pembahasan  

Bab satuberfungsi sebagai landasan, menyiapkan panggung untuk 

perjalanan penelitian.Hal ini menjelaskan latar belakang masalah yang 

diteliti, menggali fokus spesifik dari masalah dan penelitian, 

mengartikulasikan tujuan penelitian, dan memaparkan pemahaman yang 

berbeda tentang istilah-istilah kunci yang penting dalam konteks 

penelitian.Bab ini bertindak sebagai kompas, membimbing pembaca 

memasuki inti penelitian dengan pemahaman yang jelas mengenai ruang 

lingkup dan maksud penelitian. 

Bab duaberisi tentang tinjauan eksplorasi ilmiah, menggali bidang 

literatur yang ada dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema 

tesis.Ini berfungsi sebagai jembatan antara penelitian masa lalu dan penelitian 

saat ini, memberikan wawasan, perspektif, dan landasan teoritis yang 

menginformasikan metodologi dan analisis penelitian.Bab ini tidak hanya 

                                                 
16

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/ daring 

https://kbbi.web.id/partisipasi, diakses pada Rabu 19 Juni 2024.  

https://kbbi.web.id/partisipasi
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mensintesis pengetahuan yang ada namun juga membuka jalan bagi 

kontribusi inovatif dalam domain penelitian yang dipilih. 

Bab ketiga merupakan tulang punggung metodologis dari upaya 

penelitian.Di dalamnya diuraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi analisis data, pertimbangan 

keabsahan data, dan penggambaran tahapan penelitian.Bab ini menunjukkan 

ketelitian dan integritas proses penelitian, memastikan transparansi dan 

keandalan dalam perolehan dan analisis data. 

Bab empat mengungkap narasi empiris penelitian, menyajikan data 

yang dikumpulkan dan melakukan analisis data yang cermat.Meliputi uraian 

rinci tentang objek atau subjek penelitian, menyajikan data dalam format 

terstruktur, melakukan analisis data secara komprehensif, dan berpuncak pada 

pembahasan substantif atas temuan-temuan yang diperoleh dari observasi 

empiris.Bab ini berfungsi sebagai inti dari hasil penelitian, menawarkan 

wawasan, interpretasi, dan implikasi yang diperoleh dari penyelidikan 

empiris. 

Bab terakhir merangkum puncak dari perjalanan penelitian.Hal ini 

menyatukan temuan-temuan penting menjadi pernyataan konklusif, 

memperoleh kesimpulan bermakna dari hasil penelitian, dan menawarkan 

rekomendasi mendalam bagi peneliti atau praktisi masa depan di bidang 

tersebut.Selain itu, bab ini dapat mencakup bibliografi yang mengutip 

sumber-sumber yang digunakan selama penelitian dan lampiran terkait yang 
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mendukung dan memperkaya data penelitian, memastikan ketelitian dan 

kelengkapan akademis. 

 

  



 20 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggali puncak dari upaya penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, mensintesis 

gambaran komprehensif dari penelitian yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan.Penggabungan ini bertujuan untuk mengotentikasi fondasi 

penelitian saat ini.Beberapa karya penelitian terdahulu patut disebutkan untuk 

menjelaskan konteks ini. 

1. Skripsi pertama ditulis oleh Hobby Sinaga pada tahun 2021 dengan judul 

“Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiudup Ditinjau dari Fiqih 

Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten 

Simalugun)”
17

 

Penelitian Sinaga mendalami perspektif Fiqih Siyasah mengenai 

pencemaran lingkungan di Desa Tigaras, Kabupaten Simalungun. 

Penyelidikan ilmiah ini dengan cermat mengkaji seluk-beluk peraturan 

lingkungan hidup, khususnya dengan fokus pada tantangan yang dihadapi 

oleh badan-badan pemerintah dalam mengawasi Keramba Jaring Apung 

(KJA) dan menjembatani kesenjangan antara tujuan legislatif dan 

implementasi praktis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 

                                                 
17

 Hobby Sinaga, “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang 

Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021).  
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Dengan menggunakan kerangka penelitian hukum yuridis-empiris, 

karya Sinaga disusun secara metodis, menggabungkan proses identifikasi 

hukum dan penilaian efektivitas. Ketelitian metodologis ini tidak hanya 

menyoroti kesenjangan yang ada dalam penegakan perlindungan 

lingkungan namun juga menekankan perlunya menyelaraskan tindakan 

regulasi dengan prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan cakupan 

operasional.Pemahaman seperti ini menggarisbawahi kelemahan yang 

melekat dalam praktik pengelolaan lingkungan hidup saat ini, sehingga 

memerlukan evaluasi ulang yang komprehensif terhadap strategi peraturan. 

Selain itu, penelitian Sinaga menyoroti tantangan berat yang dihadapi 

oleh lembaga pemerintah, terutama kurangnya sumber daya manusia yang 

cukup terlatih yang mampu memahami dan memitigasi risiko yang terkait 

dengan kegiatan KJA secara komprehensif.Kesenjangan sumber daya 

manusia ini menjadi hambatan besar dalam melaksanakan upaya 

perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara efektif. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang saat ini sedang 

berlangsung, yang memiliki kesamaan tematik mengenai pencemaran 

lingkungan hidup, karya Sinaga menonjol karena kajiannya yang terfokus 

melalui kacamata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perspektif yang berbeda 

ini tidak hanya memperkaya wacana akademis namun juga memberikan 

wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan 
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pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan 

inisiatif keberlanjutan. 

2. Skripsi kedua ditulis oleh Anggini Yulanda Agustria pada tahun 2020 

dengan judul “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif 

Siyasah Sya’iyyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pamuka 

Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”.
18

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau biasa 

disebut penelitian lapangan yang dilengkapi dengan metode yuridis 

sosiologis. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan 

pemangku kepentingan utama yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan 

Kepala Desa Pulau Negara di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan . 

Pembahasan yang terangkum dalam tesis ini menghasilkan kesimpulan 

penting mengenai pertimbangan mendalam Islam terhadap keseimbangan 

lingkungan.Dalam ajaran Islam, ada penekanan penting pada pengelolaan 

lingkungan hidup, yang memandangnya sebagai bagian dari tatanan alam 

yang ditetapkan oleh Allah (Sunnatullah).Perspektif ini menggambarkan 

tanggung jawab manusia yang digambarkan sebagai khalifah untuk 

memelihara dan melindungi lingkungan hidup, menjamin kelangsungan 

ekosistem kehidupan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an. 

                                                 
18

Anggi Yulanda Agustria, “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasah 

Sya’iyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020). 
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Salah satu persamaan yang mencolok antara tesis ini dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan penulis adalah penggunaan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 sebagai acuan dasar.Namun, perbedaan krusial 

terletak pada fokus tematiknya. Sementara tesis ini mendalami penerapan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kacamata Siyasah 

Sya’iyyah dengan menekankan pada perspektif tata kelola dan kebijakan, 

penelitian penulis mendalami Pengelolaan Lingkungan Pencemaran 

Limbah Pabrik Kopi di Sungai, khususnya di Desa Mulyorejo, Silo. 

Kecamatan Kabupaten Jember. 

Analisis komparatif tersebut menyoroti beragam sudut penyelidikan 

dalam konteks hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih luas, 

menyoroti keterkaitan yang rumit antara kerangka hukum, perspektif 

masyarakat, dan upaya kelestarian lingkungan hidup.Eksplorasi yang 

bernuansa ini memperkaya pemahaman kita tentang beragam tantangan dan 

peluang dalam wacana lingkungan hidup kontemporer, menekankan 

keseimbangan rumit yang diperlukan antara mandat hukum, pertimbangan 

etis, dan strategi implementasi praktis. 

3. Skripsi ketiga ditulis oleh Dewi Safitri pada tahun 2020 dengan judul 

“Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 

19
 

                                                 
19

Dewi Safitri, “ Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020).  
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Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum khusus yang disebut 

penelitian hukum normatif, yang berfokus pada tujuan dan kerangka 

hukum.Ketika mengkaji isu-isu lingkungan hidup dalam konteks hukum, 

sangat penting untuk menggambarkan batas-batas kewenangan pengelolaan 

yang jelas.Lingkungan hidup Indonesia, sebagai suatu ekosistem yang 

kompleks, terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan yang 

mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan fisik, yang masing-masing 

menunjukkan pola dan saling ketergantungan yang berbeda.Konsep daya 

dukung lingkungan sangatlah penting, karena hal ini menandakan beban 

berkelanjutan maksimum yang dapat ditopang oleh suatu lingkungan tanpa 

menimbulkan dampak yang merugikan.Tercapainya keselarasan dan 

keseimbangan di antara subsistem-subsistem ini akan meningkatkan 

ketahanan dan keberlanjutan secara keseluruhan. 

Kesamaan tematik antara Skripsi ini dan penelitian sebelumnya 

terletak pada kesamaan eksplorasi isu pencemaran lingkungan. Namun, 

perbedaan yang mencolok muncul di area fokus. Sementara tesis ini 

menggali konsekuensi hukum dan sanksi yang terkait dengan pencemaran 

lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian penulis berpusat pada 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran Limbah Pabrik Kopi 

khususnya di Sungai yang terletak di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. 
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Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut dalam konteks penelitian 

hukum, tesis ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam 

tentang penegakan hukum lingkungan hidup, kepatuhan terhadap peraturan, 

dan titik temu antara kerangka hukum dan kelestarian lingkungan hidup. 

Analisis yang disajikan di sini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya 

mekanisme hukum dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup namun 

juga memberikan wawasan mengenai penerapan praktis prinsip-prinsip 

hukum untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong praktik 

pembangunan berkelanjutan. 

4. Skripsi keempat ditulis oleh Agustino pada tahun 2020 dengan judul 

“Sanksi Hukum Pabrik yang Melakukan Pencemaran Lingkungan 

Dikalangan masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang- 

Undang Lingkungan Hidup”.
20

 

Metodologi yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian 

yuridis sosiologis, yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum terkait 

pencemaran udara, namun juga mengamati dinamika masyarakat di dunia 

nyata.Dalam kerangka hukum, permasalahan lingkungan hidup ditangani 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; namun efektivitas 

penerapannya masih kurang. Ketidakefektifan ini bukan disebabkan oleh 

kekurangan dalam undang-undang itu sendiri, melainkan karena kurangnya 

peran aktif para pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab 

atas penerapan undang-undang tersebut: pemerintah, dunia usaha atau 

                                                 
20

Agustino.“ Sanksi Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan 

Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan 

Hidup”(Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan 2020).  
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kegiatan yang tunduk pada peraturan, dan masyarakat pada umumnya. 

Kurangnya keterlibatan proaktif telah mengakibatkan situasi di mana 

undang-undang lingkungan hidup kurang kuat, sehingga gagal menghalangi 

perusahaan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan polusi dan 

kerusakan lingkungan hidup. 

Salah satu aspek penting dari tesis ini adalah fokusnya pada sanksi 

hukum bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, 

khususnya dalam kerangka hukum pidana Islam dan hukum lingkungan 

hidup.Dengan menganalisis mekanisme penegakan hukum dan akibat 

hukum yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009, penelitian ini 

bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan 

implementasi praktis, khususnya terkait perlindungan lingkungan hidup dan 

pengendalian pencemaran. 

Sebaliknya, karya penulis berpusat pada strategi pengelolaan 

lingkungan terkait Pencemaran Limbah Pabrik Kopi dalam konteks 

geografis tertentu—Sungai di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten 

Jember.Perbedaan fokus ini menyoroti beragamnya aspek penelitian 

lingkungan, mulai dari kerangka hukum dan penegakan hukum hingga 

strategi praktis untuk mengurangi polusi di tingkat lokal. 

Melalui analisis yang berbeda ini, tesis ini berupaya untuk 

memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

penegakan hukum lingkungan hidup, peran sanksi hukum dalam mencegah 

kerusakan lingkungan, dan perlunya upaya kohesif di antara para 
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pemangku kepentingan untuk mencapai praktik lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. Dengan menjembatani wawasan teoretis dengan implikasi 

praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi diskusi 

kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 

mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan. 

5. Skripsi kelima ditulis oleh Nurul Fitrya pada tahun 2022 dengan judul “ 

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota 

Pekanbaru”. 
21

 

Studi ini menyelidiki kompleksitas kebijakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya mitigasi pencemaran Sungai 

Siak di sepanjang wilayah pesisir Pekanbaru. Penelusuran difokuskan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 

mempengaruhi upaya penanggulangan pencemaran Sungai Siak di Kota 

Pekanbaru. Untuk mencapai hal ini, kombinasi sumber data primer dan 

sekunder telah digunakan. Data primer diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber 

atau perantara media elektronik dan cetak. 

Inti dari temuan studi ini terletak pada pemahaman kebijakan sebagai 

upaya multifaset yang melibatkan serangkaian kegiatan, sikap, dan 

tindakan yang diatur oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi 

tantangan lingkungan hidup yang ada. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

                                                 
21

Nurul Fitrya, “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru”, 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022). 



28 

 

 

 

sikap proaktif yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kota Pekanbaru, yang telah mempelopori inisiatif kebijakan yang bertujuan 

untuk mengatasi pencemaran Sungai Siak. Inisiatif-inisiatif ini merupakan 

langkah penting dalam mendorong kelestarian lingkungan dan menjaga 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada 

ekosistem sungai. 

Salah satu kesamaan yang mencolok antara penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis adalah fokus bersama 

pada pencemaran lingkungan, khususnya pada ekosistem sungai. Namun, 

aspek yang berbeda terletak pada eksplorasi tematik yang spesifik. 

Penelitian ini mendalami Implementasi Kebijakan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyasar pencemaran Sungai Siak di 

sepanjang Pesisir Kota Pekanbaru, sedangkan karya penulis mendalami 

Pengelolaan Lingkungan Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Sungai Desa 

Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 

Analisis komparatif yang beragam ini menggarisbawahi beragamnya 

dimensi penelitian lingkungan hidup, menyoroti peran penting intervensi 

kebijakan, tata kelola lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam mendorong 

praktik lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan menyoroti dinamika ini, 

studi ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai perumusan 

kebijakan lingkungan, efektivitas implementasi, dan pentingnya upaya 

terpadu dalam inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Persamaan Perbedaaan 

1 Hobby 

Sinaga 

Implementasi 

Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 

2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Ditinjau dari Fiqih 

Siyasah (Studi 

Kasus: Keramba 

Jaring Apung di 

Desa Tigaras 

Kabupaten 

Simalungun 

Sama- sama 

membahas 

tentang 

pencemaran 

lingkungan hidup 

Penelitian ini 

memanfaatkan 

penerapan Undang-

Undang Nomor 32 

Tahun 2009 mengenai 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

dari sudut pandang 

Fiqih Siyasah, 

sementara penulis 

mengulas tentang cara 

mengelola lingkungan 

hidup terkait 

pencemaran limbah 

pabrik kopi di Sungai 

Desa Mulyorejo, 

Kecamatan Silo, 

Kabupaten Jember. 

2 Anggi 

Yulanda 

Agustria 

Implementasi 

Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 

2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Perspektif Siyasah 

Sya’iyyah (Studi di 

Desa Pulau Negara, 

Kecamatan Buay 

Pamuka Peliung 

Kabupaten Oku 

Timur, Sumatera 

Selatan) 

Sama- sama 

menggunakan 

Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 

2009 

Dalam skripsi ini, 

diperbincangkan 

penerapan Undang-

Undang Nomor 32 

Tahun 2009 dari 

perspektif Siyasah 

Sya’iyyah, sementara 

fokus penulis adalah 

pada manajemen 

lingkungan terkait 

dampak pencemaran 

limbah pabrik kopi di 

Sungai Desa 

Mulyorejo, 

Kecamatan Silo, 

Kabupaten Jember. 

3 Dewi 

Safitri  

Sanksi Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Menurut Undang- 

Undang Nomor 32 

Tahun 2009 

Tentang 

Perlindungan dan 

Sama- sama 

membahas 

tentang 

pencemaran 

lingkungan hidup 

dan 

menggunakan 

Penelitian ini 

mengkaji sanksi 

terkait pencemaran 

lingkungan hidup, 

sementara penulis 

memfokuskan pada 

upaya pengelolaan 



30 

 

 

 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 

2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

lingkungan hidup 

terhadap pencemaran 

limbah dari pabrik 

kopi di Sungai Desa 

Mulyorejo, 

Kecamatan Silo, 

Kabupaten Jember. 

4 Agustino  Sanksi Hukum 

Pabrik yang 

Melakukan 

Pencemaran 

Lingkungan di 

Kalangan 

Masyarakat Dalam 

Analisis Hukum 

Pidana Islam dan 

Undang- Undang 

Lingkungan Hidup 

Sama membahas 

tentang 

pencemaran 

lingkungan hidup 

yang tempatnya 

sama- sama di 

pabrik dengan 

menggunakan 

Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 

2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Penelitian ini 

mengeksplorasi sanksi 

hukum terhadap 

pabrik yang 

mencemari 

lingkungan dalam 

konteks analisis 

hukum pidana Islam 

dan undang-undang. 

Sementara itu, penulis 

mendalami strategi 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

terhadap dampak 

pencemaran limbah 

pabrik kopi di Sungai 

Desa Mulyorejo. 

5 Nurul 

Fitrya 

Implementasi 

Kebijakan 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

dalam 

Menanggulangi 

Tingkat 

Pencemaran Sungai 

Siak di Pesisir Kota 

Pekanbaru 

Persamaan 

penelitian 

tersebut dengan 

penelitian penulis 

sama- sama 

membahas 

pencemaran 

lingkungan yang 

khususnya yang 

terjadi di sungai 

Penelitian ini 

membahas penerapan 

kebijakan 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

untuk mengatasi 

tingkat pencemaran 

Sungai Siak di Pesisir 

Kota Pekanbaru, 

sementara penulis 

mendiskusikan upaya 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

terhadap dampak 

pencemaran limbah 

pabrik kopi di Sungai 

Desa Mulyorejo, 

Kecamatan Silo, 

Kabupaten Jember. 
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B. Kajian Teori 

1. Pendekatan Teori 

a. Teori Pembentukan Undang- Undang 

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perilaku warga 

negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdiri dari 

peraturan tertulis dan tidak tertulis.Peraturan ini berfungsi untuk 

memandu dan mengatur kegiatan seluruh warga negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan norma yang telah 

ditetapkan.Undang-undang tertulis adalah undang-undang yang dibuat 

oleh lembaga negara yang berwenang, biasanya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan.Di sisi lain, hukum tidak tertulis 

mengacu pada peraturan dan norma yang berkembang dalam interaksi 

masyarakat sehari-hari, yang seringkali menjadi kebiasaan yang 

mendarah daging dan diwariskan dari generasi ke generasi.Contoh 

hukum tidak tertulis antara lain norma moral, norma kesopanan, dan 

praktik adat.  

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 

aspek krusial dalam pembuatan undang-undang karena mencakup 

berbagai unsur seperti proses, prosedur, tata krama, dan norma 

adat.Saat merumuskan peraturan perundang-undangan, pertimbangan 

yang cermat harus diberikan terhadap potensi skenario, tren, dan 

tantangan di masa depan.Hal ini memerlukan analisis yang 

komprehensif untuk mengantisipasi dan memitigasi hambatan-
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hambatan yang mungkin menghambat efektivitas penerapan peraturan 

tersebut.Selain itu, peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan realitas kehidupan masyarakat, dengan 

mempertimbangkan kecenderungan dan harapan masyarakat.Dari segi 

yuridis, pengembangan peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan asas hukum yang lebih 

tinggi.Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang tegas, jelas, lugas, 

dan mudah dipahami oleh khalayak luas, menghindari kerumitan atau 

verbositas yang tidak perlu.Selain itu, perumusan peraturan harus 

membangun hubungan yang jelas antara norma-norma yang berbeda 

untuk memastikan konsistensi dan koherensi dalam kerangka hukum. 

Selain itu, kepatuhan terhadap aturan tata bahasa Indonesia sangat 

penting dalam menyusun bahasa legislatif, yang mencakup kosa kata, 

struktur kalimat, dan ejaan.Kepatuhan terhadap standar linguistik ini 

tidak hanya meningkatkan kejelasan namun juga memperkuat 

legitimasi dan keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam 

sistem hukum.
22

 

Perundang-undangan merupakan landasan suatu sistem hukum, 

mewakili seperangkat aturan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum 

dan mengikat individu dan lembaga dalam suatu 

masyarakat.Peraturan-peraturan ini ditetapkan oleh otoritas negara 

dengan wewenang yang diperlukan diberikan melalui prosedur yang 

                                                 
22

Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang- Undangan, Journal 

Homepage, (Juli, 2018), 88. 
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ditetapkan yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang.Peraturan 

di tingkat yang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan peraturan 

di tingkat yang lebih tinggi, sehingga menjamin adanya kerangka 

hukum yang koheren dan hierarkis. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan standar peraturan perundang-undangan yang efektif, 

maka harus ada pendekatan yang terstruktur dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan.Hal ini memerlukan penetapan 

pedoman dan metode yang jelas dalam merumuskan peraturan, 

termasuk standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh semua lembaga 

berwenang yang terlibat dalam proses legislatif.Langkah-langkah 

tersebut sangat penting untuk menjunjung tinggi komitmen Indonesia 

untuk menjadi negara yang berlandaskan hukum, dimana prinsip-

prinsip hukum memandu pengambilan keputusan dan menjamin 

kesetaraan dan keadilan. 

Pengembangan peraturan perundang-undangan harus responsif 

terhadap realitas kebutuhan dan tantangan masyarakat.Peraturan harus 

berfungsi sebagai peraturan dan pedoman praktis bagi masyarakat, 

memfasilitasi pemahaman dan kepatuhan mereka.Pertimbangan yang 

cermat harus diberikan pada berbagai aspek selama proses perumusan, 

untuk memastikan bahwa peraturan tidak sewenang-wenang namun 

didasarkan pada otoritas dan legitimasi. Bahasa memegang peranan 

penting dalam perumusan teks peraturan perundang-undangan.Penting 

untuk menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan benar serta selaras 
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dengan standar bahasa Indonesia yang telah ditetapkan.Pendekatan ini 

membantu mencegah salah tafsir atau penyimpangan dari makna yang 

dimaksudkan, menjaga integritas dan efektivitas peraturan.Selain itu, 

proses pengembangan hukum merupakan upaya berkelanjutan yang 

memerlukan perencanaan, integrasi, dan keberlanjutan dalam kerangka 

hukum nasional yang kuat.Hal ini melibatkan peninjauan dan 

penyempurnaan peraturan yang ada secara terus-menerus untuk 

beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus 

berkembang, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang 

mendukung stabilitas, keadilan, dan kemajuan.
23

 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kondisi yang 

berkembang di masyarakat.Bergh menyoroti isu terkait undang-undang 

tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mencatat 

tantangan yang dihadapi dalam mengimbangi perkembangan sosial 

yang dinamis.Tantangan ini berasal dari prinsip supremasi hukum, 

yang membentuk konsensus mendasar dalam kerangka konstitusi 

kita.Menurut asas ini, segala tindakan pemerintah yang bertujuan 

mengatur kehidupan masyarakat harus berlandaskan peraturan 

perundang-undangan, yaitu peraturan yang diformalkan secara tertulis. 

Saat mengkaji hubungan antara perubahan hukum dan 

pergeseran masyarakat, ada dua kategori utama yang muncul: 
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1) Perubahan Hukum melalui Ratifikasi: Kategori ini mencakup 

situasi di mana masyarakat telah mengalami perubahan dan 

menerapkannya dalam praktik.Menanggapi perubahan masyarakat 

tersebut, dilakukan perubahan hukum untuk menyelaraskan hukum 

dengan perubahan yang berlaku.  

2) Perubahan Hukum Proaktif: Di sini, perubahan sosial belum 

diterapkan, namun gagasan dan diskusi tentang potensi perubahan 

telah muncul.Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, 

dilakukan penyesuaian hukum yang proaktif untuk memfasilitasi 

dan mempercepat proses transformasi masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, jenis perubahan hukum yang paling 

banyak diamati adalah melalui ratifikasi, dimana undang-undang 

diadaptasi untuk mencerminkan transformasi masyarakat yang telah 

terjadi.Perbedaan pendapat atau kesenjangan dalam masyarakat 

seringkali menjadi indikator atau “alarm” yang mendorong 

dilakukannya revisi terhadap ketentuan hukum yang ada.Sebagai negara 

yang berkomitmen terhadap supremasi hukum, Indonesia menyadari 

pentingnya memberdayakan institusi yang sudah ada dibandingkan 

menciptakan institusi baru.Misalnya, lembaga seperti Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan atau Badan Pembinaan Hukum 

Nasional, memainkan peran penting sebagai lembaga permanen yang 

bertugas melakukan analisis, evaluasi, dan rekomendasi hukum untuk 
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revisi hukum atau pembuatan undang-undang.undang-undang 

baru.Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai saluran penting untuk 

menerjemahkan kebutuhan dan tantangan masyarakat ke dalam 

kerangka hukum yang dapat ditindaklanjuti, memastikan bahwa lanskap 

hukum Indonesia tetap responsif, relevan, dan selaras dengan dinamika 

masyarakat yang terus berkembang.
24

 

b. Teori Kemanfaatan 

Pengelolaan sampah yang efisien sangat penting untuk mencegah 

penumpukan sampah seiring berjalannya waktu, yang dapat 

menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat.Sebaliknya, sampah yang dikelola dengan baik memberikan 

peluang untuk memberikan dampak positif dan bahkan potensi usaha, 

sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.Contoh utama 

adalah pemanfaatan limbah sekam kopi, yang biasanya dipandang 

sebagai pengganggu lingkungan namun dapat diubah menjadi produk 

yang bernilai. 

Salah satu transformasi penting dari limbah sekam kopi adalah 

konversinya menjadi teh, yang menawarkan varietas herbal dan non-

herbal.Teh sekam kopi mengandung komponen bermanfaat seperti 

kafein, yang dapat membantu mengurangi risiko jantung, serta zat 

bermanfaat lainnya bagi kesehatan manusia. Inovasi ini tidak hanya 
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mengurangi limbah tetapi juga memenuhi permintaan konsumen akan 

beragam pilihan teh. 

Dengan menggali lebih jauh potensi limbah kulit kopi, muncul 

beberapa manfaat: 

1) Produksi Cascara: Cascara, minuman yang berasal dari kulit kopi 

yang tidak terpakai, adalah contoh utama. Produk ini sering 

disiapkan pada proses pemilihan biji kopi, dimana buah kopi kering 

dipisahkan untuk diambil ekstrak biji kopi yang sudah matang. 

2) Peningkatan Pakan Ternak: Sekam kopi memiliki daya cerna protein 

yang signifikan sehingga cocok sebagai bahan alternatif pakan 

ternak. Pengelolaan dan fermentasi yang tepat dapat meningkatkan 

kualitas pakan, memberikan pilihan nutrisi terutama selama musim 

kemarau. 

3) Pengomposan: Bahan organik, termasuk sekam kopi, dapat 

dikomposkan untuk menghasilkan pupuk kaya nutrisi yang dikenal 

sebagai "kopos". Proses pengomposan ini memanfaatkan berbagai 

bahan sampah organik, sehingga berkontribusi terhadap praktik 

pertanian berkelanjutan. 

4) Kerajinan Tangan: Kulit kopi juga dapat diubah menjadi kerajinan 

tangan, seperti boneka, yang memberikan peluang kreatif dalam 

memanfaatkan limbah dan berpotensi menghasilkan pendapatan 

melalui produk-produk artisanal. 



38 

 

 

 

Contoh-contoh ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi strategi 

pengelolaan limbah inovatif yang tidak hanya memitigasi kerusakan 

lingkungan namun juga membuka peluang ekonomi dan mendorong 

praktik berkelanjutan di berbagai sektor.Dengan mengakui sampah sebagai 

sumber daya dan bukan beban, masyarakat dapat mengembangkan model 

ekonomi sirkular yang memaksimalkan efisiensi sumber daya dan 

meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
25

 

b. Teori Pencemaran  

Pencemaran lingkungan merupakan kontaminasi komponen fisik dan 

biologis dari system bumi yang sedemikian rupa dimana proses 

lingkungan menjadi terganggu. Pencemaran menurut Santos (1990) adalah 

kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat 

terurai. Setiap penggunaan sumber saya alam yang melebihi kapasitas 

alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran 

lingkungan lingkungan.  

     Pencemaran adalah perubahan yang tidak dikehendaki dari lingkungan 

yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia (Darmono 1995), 

perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia atau 

perilaku biologis akan mengganggu  kehidupan manusia. Perusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat timbu karena ulah manusia 

dan proses alam akan tetapi sebenernya faktor manusia sebagai penyebab 
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kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup misalnya pencemaran air, 

udara dll.  

Konservasi lingkungan haruslah mengacu pada kesejahteraan umat 

manusia sekarang dan masa depan, dengan demikian yang harus 

dikonservasi adalah potensi lingkungannya bukan hanya sekedar 

kondisinya.
26

 

Permasalahan pencemaran lingkungan masih menjadi perhatian 

yang mendesak dalam masyarakat saat ini, yang disebabkan oleh 

kombinasi aktivitas manusia dan fenomena alam.Tindakan manusia, 

khususnya, memainkan peran penting dalam degradasi lingkungan, 

yang sering kali disebabkan oleh terputusnya hubungan antara manusia 

dan alam.Keterputusan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, yang 

dapat menimbulkan konsekuensi luas dan memberikan dampak buruk 

terhadap masyarakat sekitar.Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menekankan 

pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

sebagai upaya melestarikan fungsi hakiki lingkungan hidup.Kerangka 

hukum ini menggarisbawahi tanggung jawab individu dan kelompok, 

termasuk industri, dalam memastikan bahwa kegiatan mereka tidak 

menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. 

Pengelolaan kerusakan lingkungan yang efektif memerlukan 

pengawasan pemerintah yang kuat.Instansi pemerintah memainkan 
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peran penting dalam memantau dan mengatur kegiatan yang 

berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.Pengawasan ini penting 

untuk menjaga lingkungan dari praktik-praktik berbahaya yang dapat 

berdampak negatif terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan 

kesehatan masyarakat. 

Secara khusus, industri dan pabrik sering kali menjadi 

penyumbang pencemaran lingkungan yang signifikan.Pemerintah 

daerah harus waspada dalam mengawasi entitas-entitas ini, memastikan 

bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan hidup dan menerapkan 

praktik-praktik berkelanjutan.Dengan meminta pertanggungjawaban 

para pencemar dan menerapkan standar lingkungan yang ketat, 

pemerintah daerah dapat melindungi masyarakat yang tinggal di dekat 

kawasan industri, memastikan mereka memiliki lingkungan hidup yang 

kondusif dan sehat. 

Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan 

komponen kunci dalam mengatasi permasalahan lingkungan.Kampanye 

pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan pemberian insentif pada 

praktik ramah lingkungan dapat menumbuhkan budaya pemeliharaan 

lingkungan di kalangan warga. Mendorong gaya hidup berkelanjutan 

dan mendorong penggunaan teknologi bersih dapat secara signifikan 

mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan dan mengurangi 

tingkat polusi. 
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Pada akhirnya diperlukan upaya bersama yang melibatkan 

lembaga pemerintah, industri, komunitas, dan individu untuk 

memerangi pencemaran lingkungan secara efektif. Dengan 

memprioritaskan perlindungan lingkungan dan praktik berkelanjutan, 

kita dapat memitigasi degradasi lingkungan dan menciptakan planet 

yang lebih sehat dan layak huni untuk generasi sekarang dan masa 

depan.
27

 

Istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan hidup” sering 

digunakan secara bergantian, meskipun secara teknis berbeda, 

keduanya mencakup konsep lingkungan sekitar yang lebih luas 

termasuk aspek fisik, kimia, dan biologi.Emil Salim mengartikan 

lingkungan hidup adalah mencakup seluruh unsur, kondisi, dan keadaan 

yang secara nyata mempengaruhi ruang yang kita huni dan kehidupan 

itu sendiri, khususnya kehidupan manusia.Perspektif hukum yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandang 

lingkungan hidup sebagai hal yang penting bagi kelangsungan 

kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya 

dalam beraktivitas. Pada dasarnya lingkungan hidup merupakan bagian 

integral dari keberadaan manusia, terdiri dari dua bagian yang saling 

berkaitan: lingkungan alam dan lingkungan binaan.Namun, 
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keseimbangan antara komponen-komponen tersebut telah terganggu 

sehingga menimbulkan konflik dan memicu krisis lingkungan.Manusia, 

yang berperan sebagai pelaku dan korban, memiliki keterkaitan erat 

dalam jaringan keseimbangan lingkungan, sehingga berdampak pada 

keberlanjutan seluruh bentuk kehidupan.
28

 

Dalam dunia kehidupan, ekosistem memainkan peran penting, 

mewakili keterhubungan elemen-elemen lingkungan yang secara 

kolektif mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan lingkungan 

hidup.Keterkaitan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan 

lingkungan, khususnya dalam mengatasi permasalahan seperti 

pengelolaan limbah.Pengelolaan limbah yang efektif memerlukan 

peraturan yang jelas dan kuat yang mengatur pelanggaran, perlindungan 

lingkungan, dan strategi mitigasi terhadap tantangan global seperti 

perubahan iklim.Limbah pabrik kopi merupakan salah satu contoh 

limbah yang tidak dikelola dengan baik dan dapat berdampak signifikan 

terhadap kualitas lingkungan.Penetapan peraturan yang ketat tidak 

hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin 

perlindungan bagi individu dan masyarakat yang mencari lingkungan 

hidup yang sehat dan berkelanjutan.Apalagi peran pemerintah daerah 

sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dalam 

kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.Upaya 

kolaboratif antara badan pemerintah, badan pengatur, industri, dan 
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masyarakat sangat penting dalam menerapkan praktik berkelanjutan, 

meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan menjaga 

kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.Pendekatan multifaset 

ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian 

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
29

 

c. Teori Limbah  

      Limbah merupakan bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak 

negatif bagi masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik limbah 

merupakan sisa produksi, baik dari alam maupun hasil dari kegiatan 

manusia. Limbah adalah sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun. Yang jumlahnya baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan lingkungan, 

kesehatan kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya 

(Mahida 1984).
30

Atau limbah juga dapat diartikan sebagai penumpukan 

suatu sisa usaha atau kegiatan, limbah dapat berupa timbunan hasil 

pemanfaatan, kotoran makhluk hidup, tumbuhan atau sayuran.
31

 

Limbah dikatakan telah mencemari lingkungan jika limbah itu memasuki 

lingkungan dan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan 

lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Karena pencemaran 

pada dasarnya disebabkan oleh limbah, maka untuk mengatasinya 
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diperlukan penanganan dan pengendalian limbah. Penanganan dan 

pengendalian limbah merupakan masalah yang semakin lama semakin 

komplek dan rumit.  

Masalah yang sering timbul dalam penanganan limbah ini adalah masalah 

tekonologi dan biaya operasional yang tinggi. Karena itu perlu adanya 

pemilihan teknologi penanganan limbah, untuk mendapatkan tingkat 

efektifitas dan efisien yang tinggi sehingga layak ditetapkan. Karena 

penanganan dan pengendalian limbah sangat erat kaitannya dengan 

masalah pencemaran, maka pengembangan teknologi penanganan dan 

pengendalian limbah akan sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran 

lingkungan, terutama pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

buangan industri.  

Limbah dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang negative karena untuk 

menanganinya diperlukan biaya yang cukup besar selain itu juga dapat 

mencemari lingkungan yang akan membahayakan kehidupan mahkluk 

hidup pada umumnya dan manusia pada khusunya.
32

 

2. Pendekatan Konsep 

a. Pencemaran Air Sungai  

Air sungai merupakan sumber daya vital yang bersumber dari 

mata air, seringkali bercampur dengan berbagai unsur seperti limbah 

manusia, hewan, tumbuhan, dan industri.Air ini memiliki berbagai 

kegunaan, mulai dari keperluan industri hingga irigasi dan sebagai 
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sumber langsung untuk konsumsi rumah tangga, baik yang tidak diolah 

atau setelah melalui proses pemurnian.Namun, pelestarian air sungai 

yang tidak tepat menimbulkan risiko yang signifikan dan dapat 

menyebabkan bencana yang berkaitan dengan lingkungan dan 

keselamatan. Salah satu ancaman utama terhadap kualitas air sungai 

berasal dari perilaku manusia, khususnya pembuangan limbah dan 

limbah langsung ke badan air secara sembarangan.Tindakan tidak 

bertanggung jawab ini berkontribusi terhadap pencemaran air sungai, 

sehingga menimbulkan dampak buruk seperti pendangkalan, 

penyempitan saluran sungai, dan peningkatan kerentanan terhadap 

banjir.Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan seringkali bersalah 

karena menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan 

limbah, sehingga memperburuk risiko banjir tanpa menyadari dampak 

tindakan mereka terhadap pemukiman manusia dan lingkungan.
33

 

Kesadaran masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga 

ekosistem sungai dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang tak 

ternilai ini secara berkelanjutan. Mendidik masyarakat tentang 

pentingnya melestarikan sungai akan mendorong perilaku bertanggung 

jawab dan menumbuhkan rasa kepedulian di antara warga. Dengan 

mendorong praktik-praktik baik seperti pembuangan limbah yang 

benar, mengurangi sumber polusi, dan mendukung upaya konservasi 
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sungai, masyarakat secara kolektif dapat berkontribusi dalam menjaga 

kualitas air dan memitigasi risiko lingkungan. 

Pencemaran air tidak hanya terjadi di sungai; hal ini juga 

berdampak pada danau, laut, dan sumber air tanah, dengan aktivitas 

manusia sebagai penyebab utamanya.Air dianggap tercemar jika tidak 

memenuhi fungsi yang dimaksudkan, baik untuk minum, pertanian, 

proses industri, atau mendukung kehidupan akuatik. Penurunan kualitas 

air akibat polusi tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi 

juga mengganggu ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. 

Praktik pengelolaan air yang berkelanjutan, ditambah dengan 

kesadaran masyarakat dan keterlibatan aktif masyarakat, sangat penting 

untuk melestarikan sumber daya air dan mengurangi polusi. Upaya 

kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi lingkungan hidup, 

industri, dan masyarakat lokal merupakan kunci untuk mengatasi 

tantangan pencemaran air dan memastikan akses terhadap air bersih dan 

aman untuk generasi sekarang dan masa depan. 
34

 

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup 

sebagai kesatuan ruang yang mencakup seluruh kesatuan, kekuatan, 

kondisi, dan makhluk hidup, termasuk perilaku manusia, yang secara 

bersama-sama berdampak pada alam, kelangsungan kehidupan, dan 
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kesejahteraan seluruh makhluk hidup.(Pasal 1 ayat (1)).Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup pendekatan sistematis 

dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup, mencegah pencemaran, dan mengurangi kerusakan.Upaya 

multifaset ini meliputi perencanaan, pemanfaatan sumber daya, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.Setiap 

individu diberikan hak dan tanggung jawab mengenai pengelolaan 

lingkungan hidup, memberdayakan mereka untuk berkontribusi aktif 

dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.Keterlibatan 

masyarakat sangatlah penting, dan setiap anggota berkembang menjadi 

kekuatan pendukung pengelolaan lingkungan.Dengan melibatkan 

masyarakat secara luas, tujuan pengelolaan lingkungan dapat dicapai 

secara kolektif dengan kesadaran dan komitmen yang tinggi.
35

 

Inti dari pengelolaan lingkungan yang efektif adalah konsep 

wewenang.Mengklarifikasi ruang lingkup kewenangan mencakup 

penggambaran materi yang dicakup oleh otoritas tersebut dan 

mendefinisikan wilayah geografis di mana kewenangan tersebut 

berlaku.Kejelasan ini memastikan bahwa upaya pengelolaan 

lingkungan hidup tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan kerangka 

hukum.Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencapai 

hasil lingkungan yang berkelanjutan.Mendidik dan memberdayakan 

individu untuk memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya 
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menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap pelestarian 

lingkungan.Keterlibatan masyarakat akar rumput ini memungkinkan 

masyarakat untuk mengembangkan solusi inovatif, mengadopsi praktik 

berkelanjutan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendorong 

kesejahteraan lingkungan.Selain itu, pendekatan komprehensif terhadap 

pengelolaan lingkungan melibatkan kolaborasi antara berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-

pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.Dengan membina kemitraan 

dan memanfaatkan keahlian kolektif, inisiatif yang menangani 

pencegahan polusi, konservasi sumber daya, dan perlindungan 

keanekaragaman hayati dapat dilaksanakan secara efektif. 

Pengelolaan lingkungan yang efektif bergantung pada kejelasan 

dalam dua aspek penting: 

1) Ruang Lingkup Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup: 

Cakupan materi yang dicakup oleh kewenangan pengelolaan 

lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 

Tahun 2009. Hal ini mencakup spektrum kegiatan yang luas, 

termasuk pemanfaatan sumber daya, perencanaan, pemeliharaan, 

pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan 

lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi kerangka 

hukum pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secara 

komprehensif. 
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2) Ruang Lingkup Geografis Kewenangan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup: Cakupan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup secara 

geografis berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia, yang 

dituangkan dalam Wawasan Nusantara. Hal ini mencakup wilayah 

di mana Republik Indonesia menjalankan kedaulatan, hak 

kedaulatan, dan yurisdiksinya. Penggambaran ini memastikan 

bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada 

wilayah yang berada di bawah pemerintahan dan pengaruh 

Indonesia. 

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab 

bersama yang melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat.Setiap 

individu mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mendorong praktik berkelanjutan.Tujuan 

pengelolaan lingkungan memiliki banyak segi dan meliputi: 

1) Harmoni Antara Manusia dan Lingkungan: Mengupayakan 

hubungan yang harmonis dan seimbang antara aktivitas manusia 

dan lingkungan alam, membina hidup berdampingan secara 

berkelanjutan. 

2) Kewarganegaraan Lingkungan: Mendorong warga negara Indonesia 

untuk mengambil sikap dan tindakan yang melindungi dan 

memperbaiki lingkungan, mengedepankan budaya pemeliharaan 

lingkungan. 



50 

 

 

 

3) Kepentingan Generasi Sekarang dan Masa Depan: Memastikan 

bahwa kebijakan dan praktik lingkungan melindungi kepentingan 

dan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. 

4) Keberlanjutan Fungsi Lingkungan: Mendorong kelangsungan hidup 

dan fungsi sistem dan proses lingkungan dalam jangka panjang. 

5) Penggunaan Sumber Daya Secara Bijaksana: Mendukung 

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali 

untuk meminimalkan limbah dan degradasi lingkungan. 

6) Perlindungan Wilayah Negara: Menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dari pengaruh buruk usaha atau kegiatan luar 

yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan 

hidup di wilayah Indonesia.
36

 

Dengan berpegang pada tujuan-tujuan ini dan berkolaborasi 

antar sektor, Indonesia dapat memajukan strategi pengelolaan 

lingkungan hidup, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan 

melindungi warisan alam untuk generasi mendatang. 

  

                                                 
36

Nurul Fitrya, “Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru”, 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum emipiris 

(empirical legal research).Penelitian hukum empiris, suatu jenis penelitian 

penting dalam studi hukum, menggali praktik hukum dalam masyarakat 

dengan menganalisis perilaku dan pengalaman kehidupan nyata.Pendekatan 

ini, yang sering kali dipandu oleh prinsip-prinsip sosiologi hukum, 

memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kerangka hukum 

berinteraksi dengan dinamika masyarakat, sehingga memengaruhi perilaku 

dan hasil.Dengan mempelajari data empiris dari kasus, survei, dan observasi, 

peneliti dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum, mengidentifikasi 

bidang-bidang perbaikan, dan memberikan masukan bagi kebijakan berbasis 

bukti.
37

Metodologi penelitian ini memainkan peran penting dalam 

meningkatkan keilmuan hukum, perumusan kebijakan, dan proses 

pengambilan keputusan dengan menawarkan pemahaman yang berbeda 

tentang fenomena hukum dalam konteks dunia nyata. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember yang beralamat di Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan 

Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 dan di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Tepatnya yang telah membahas tentang 
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pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo.Penelitian ini dilakukan 

dengan adanya berbagai fakta ilmiah terkait posisi pabrik kopi di Desa 

Mulyorejo sebagai salah satu yang menimbulkan limbah kulit kopi yang 

dibuang ke sungai yang terletak disekitar daerah warga.Maka peneliti memilih 

pabrik kopi ini untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan tujuan guna 

mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan limbah kulit kopi tersebut. 

C. Populasi dan Sample Penelitian 

Populasi penelitian ini menggunakan purposive sampling penelitian 

yang meliputi kabupaten Jember dan sample penelitian lapangan dilakukan di 

Kecamatan Silo serta pabrik kopi. Sample penelitian ini meliputi Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan 6 masyarakat. 

D. Jenis Bahan Hukum  

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum 

empiris yaitu ada dua hukum primer dan sekunder.Bahan hukum sekunder 

biasanya diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.
38

 

1. Bahan Data Primer  

Bahan data primer merupakan hal mendasar bagi penelitian hukum 

empiris karena memberikan wawasan langsung terhadap fenomena 

hukum tertentu.Data ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, 

survei, atau observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri.Dengan terlibat 

langsung dengan responden dan informan, peneliti dapat memperoleh 
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perspektif yang berbeda dan informasi rinci yang berkontribusi pada 

pemahaman komprehensif tentang permasalahan hukum.
39

 

2. Bahan Data Sekunder  

a. Undang- Undang 1945  

b. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

c. PP No. 22 tahun 2021 tentang PPLH  

d. Buku- buku, jurnal dan bahan hukum tertulis internet, pdf, skripsi dan 

lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting dalam penelitian 

yang membantu menjawab rumusan masalah peneliti dan menjamin perolehan 

data yang valid dan dapat diandalkan.Teknik-teknik ini mencakup berbagai 

metode, masing-masing memiliki tujuan tertentu untuk mengumpulkan 

informasi secara efektif yaitu:  

1. Observasi  

Teknik ini melibatkan pengamatan secara dekat peristiwa, perilaku, 

atau fenomena yang relevan dengan topik penelitian.Dapat berupa 

observasi sistematis dan pencatatan gejala, atau observasi langsung ke 

lokasi penelitian.Teknik observasi mengharuskan peneliti untuk 

memberikan perhatian yang tajam terhadap detail, memungkinkan mereka 
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menangkap data secara real-time dan memahami dinamika lingkungan 

yang diteliti.
40

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan terstruktur yang dirancang untuk 

memperoleh informasi spesifik dari individu atau kelompok.Dalam 

penelitian, wawancara berfungsi sebagai metode penting untuk 

mengumpulkan data kualitatif.Pewawancara berinteraksi dengan informan 

yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan konteks penelitian.Dalam 

penelitian ini, informan yang digunakan adalah perwakilan dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan masyarakat.Melakukan 

wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali topik secara 

mendalam, mengumpulkan wawasan langsung dari partisipan, dan 

mengeksplorasi nuansa yang mungkin tidak muncul melalui metode 

pengumpulan data lainnya.
41

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis sistematis atas 

catatan, dokumen, dan materi visual yang berkaitan dengan 

penelitian.Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data objektif dengan 

merujuk pada dokumen seperti buku, artikel, surat, dan foto.Dalam 

penelitian ini teknik dokumentasi meliputi pengambilan foto objek-objek 

yang relevan dengan penelitian dan pengambilan rekaman visual hasil 

wawancara dengan informan.Data yang terdokumentasi memberikan 
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sumber informasi yang nyata dan dapat diverifikasi, melengkapi metode 

pengumpulan data lainnya, dan menawarkan pandangan komprehensif 

tentang subjek penelitian. 

F. Analisa Data 

Analisis data merupakan salah satu tahapan krusial dalam dunia 

penelitian, terutama ketika berhubungan dengan bahan hukum.Dalam studi 

khusus ini, fokusnya adalah pada penelitian kualitatif, di mana data dicirikan 

oleh kata-kata, gambar, dan narasi, bukan nilai numerik.Metodologi analisis 

yang digunakan di sini mengikuti model Miles dan Huberman, yang terkenal 

dengan pendekatan interaktif dan berkelanjutan dalam membedah data 

kualitatif hingga tercapai pemahaman komprehensif.
42

analisis data ini 

meliputi:  

1. Reduksi data  

Reduksi data melibatkan penyaringan sejumlah besar informasi 

menjadi ringkasan ringkas atau wawasan konklusif.Ini tentang 

mengidentifikasi elemen-elemen kunci, membedakan pola, dan 

mengekstraksi tema-tema penting dari data yang dikumpulkan.Fase ini, 

yang dikenal sebagai reduksi data, berfungsi untuk memberikan gambaran 

yang jelas kepada peneliti, menjadikan pengumpulan dan eksplorasi data 

selanjutnya lebih tepat sasaran dan efisien.
43
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 Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif  Buku Sumber Tenang  Metode- 

Metode Baru, (Jakarta: UI, 2007), hal 16.  
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2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah tentang menyusun 

informasi sedemikian rupa sehingga mengungkap kesimpulan dan 

menyarankan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.Bentuknya bisa 

bermacam-macam seperti narasi deskriptif, bagan visual, pemetaan 

hubungan antar kategori, atau diagram alur.Dengan menyajikan data 

secara efektif, peneliti tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga 

memfasilitasi analisis mendalam, sehingga memungkinkan mereka 

merencanakan tindakan di masa depan berdasarkan wawasan yang 

diperoleh.
44

 

3. Menarik Kesimpulan dan verifikasi data  

Tahap terakhir melibatkan penarikan wawasan konklusif 

berdasarkan data yang dianalisis.Kesimpulan-kesimpulan ini bukan 

sekedar rangkuman tetapi mewakili temuan-temuan baru dan perspektif 

segar yang digali selama proses penelitian.Khususnya dalam penelitian 

kualitatif, kesimpulan seringkali mengungkap nuansa dan detail yang 

sebelumnya tidak jelas, menyoroti aspek-aspek yang sebelumnya tidak 

jelas.Tahap ini juga mencakup verifikasi kredibilitas data, terutama yang 

penting dalam studi kualitatif di mana sumber data seperti observasi 

lapangan, dokumentasi, dan wawancara memainkan peran penting.Dengan 
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memastikan kredibilitas data, peneliti menjunjung tinggi integritas temuan 

mereka dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian mereka.
45

 

G. Keabsahan Data 

Memvalidasi data sangat penting dalam setiap upaya penelitian, 

memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang dikumpulkan.Salah satu 

metode yang digunakan untuk mencapai validitas data adalah triangulasi, yang 

melibatkan referensi silang data dari berbagai sumber atau perspektif.Dengan 

menggunakan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas temuan 

mereka. Untuk memastikan validitas data, data yang dikumpulkan harus 

melalui proses pengujian dan verifikasi yang ketat.Data yang valid ditandai 

dengan tidak adanya kesenjangan antara temuan yang dilaporkan peneliti 

dengan kejadian sebenarnya dalam konteks penelitian.Keselarasan antara data 

yang dilaporkan dan kejadian di dunia nyata merupakan indikasi validitas 

data.
46

 

Untuk mencapai validitas data diperlukan penjelasan menyeluruh tentang 

metodologi penelitian yang digunakan.Dengan menggambarkan proses 

penelitian secara jelas, peneliti dapat memastikan pengumpulan data yang valid 

dan akurat.Komunikasi aktif antara peneliti dan pemangku kepentingan terkait 

dalam lingkungan penelitian juga sangat penting.Komunikasi ini memfasilitasi 

eksplorasi data melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, yang kesemuanya berkontribusi pada validasi data penelitian. 
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H. Tahapan Penelitian  

Dalam tahapan penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:  

1. Tahap Pra penelitian  

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan, peneliti memilih lapangan penelitian yang akan 

diteliti 

c. Mengurus perizinan baik secara eksternal maupun internal 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Mengumpulkan berbagai referensi ataupun data yang berhubungan 

dengan penelitian.  

2. Tahap Penelitian Lapangan 

a. Memahami fokus penelitian dan latar belakangnya 

b. Mencari data yang valid yang berkaitan dengan judul dan fokus 

penelitian 

c. Memasuki lokasi penelitian 

d. Menganalisis data yang sesuai dengan metode yang telah ditentukan 

dan ditetapkan.  

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Mengambil kesimpulan 

b. Menyusun data yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan 

urutannya 



59 

 

 

 

c. Mengkonsultasikan hasil penelitiannya kepada Dosen Pembimbing dan 

melakukan ujian akhir dan yang terakhir adalah melakukan penjilidan 

hasil penelitian.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Gambaran Letak Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

Desa Mulyorejo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 

Silo, yang letaknya ada dibagian ujung Jember Timur.Desa Mulorejo terdiri 

dari empat dusun diantaranya dusun baban timur, dusun baban tengah, 

dusun baban barat dan dusun baban batu ampar.Sebelum terbentuknya 

sebuah desa, ternyata hanya terdapat PTP 23 Perkebunan Silosanen yang 

sekarang menjadi PTP Nusantara 12 Silosanen.Perkebunan tersebut 

merupakan HGU BUMN, yang mana Perkebunan muncul sebelum adanya 

PEMDES karena perkebunan tersebut adalah salah satu peninggalan 

Belanda.Perkebunan tersebut dulunya terdiri dari berbagai jenis tanaman 

seperti kakao, karet dan kopi yang memiliki luas 1.439 sekian hektar.Desa 

mulyorejo memiliki ketinggian 450 meter diatas permukaan laut 

(MDPL).Jumlah penduduk Desa Mulyorejo saat ini 13.094 dan terdiri dari 

4.525 kk.
47

 

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 

Nama Instansi        : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 

Alamat  : Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan 

Pakusari,  Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 

Tlp. (0331) 540007.  
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Abdul Azis (Kepala Desa), diwawancarai oleh penulis, Desa Mulyorejo, 14 

September 2023 
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Fax                        : 540787 

Email                   : dlh@jemberkab.go.id 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember yang beralamat di Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, 

Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191 dan di 

Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Tepatnya yang 

telah membahas tentang pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa 

Mulyorejo.Penelitian ini dilakukan dengan adanya berbagai fakta 

ilmiah terkait posisi pabrik kopi di Desa Mulyorejo sebagai salah satu 

yang menimbulkan limbah kulit kopi yang dibuang ke sungai yang 

terletak disekitar daerah warga.Maka peneliti memilih pabrik kopi ini 

untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan tujuan guna mengkaji 

lebih lanjut tentang pengelolaan limbah kulit kopi tersebut. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memainkan peran penting 

dalam menegakkan standar lingkungan dan memfasilitasi 

pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.Didirikan berdasarkan 

Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023, dinas ini mempunyai 

tugas pokok dan fungsi mendukung Bupati dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah 

satu tugas pokok yang digariskan pada Dinas Lingkungan Hidup 

mailto:dlh@jemberkab.go.id
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Kabupaten Jember adalah memberikan bantuan kepada Bupati dalam 

hal-hal yang termasuk dalam lingkup tata kelola lingkungan hidup.Hal 

ini termasuk memberikan nasihat mengenai kebijakan, peraturan, dan 

inisiatif lingkungan hidup yang selaras dengan tujuan lingkungan 

hidup regional dan nasional.Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jember bersifat multifaset dan komprehensif.Hal ini 

mencakup perumusan kebijakan daerah yang ditujukan untuk 

pelestarian dan keberlanjutan lingkungan.Hal ini melibatkan 

perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, dan penerapan 

inisiatif untuk mengatasi tantangan lingkungan secara efektif.Selain 

itu, badan ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan 

lingkungan hidup regional, melakukan evaluasi untuk menilai 

dampaknya, dan menyiapkan laporan komprehensif mengenai masalah 

lingkungan hidup.Kegiatan-kegiatan ini penting untuk memantau 

kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan. 

5. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 

a. Kepala Dinas 

b. Sekertaris terdiri dari  

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan 

c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional 
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d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas kelompok 

Jabatan Fungsional 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

f. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) 

g. Kelompok Jabatan Fungsional
48

 

B. Penyajian Data dan Analisa  

Dalam pengungkapan hasil penelitian lapangan, peneliti menyesuaikan 

dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan dan terpercaya yang 

dihasilan dari wawancara langsung kepada informan yang sebelumnya peneliti 

sudah menetapkan.Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kejadian- 

kejadian yang terjadi dilapangan dengan sebenarnya.Jika dilihat berdasarkan 

buku ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hal ini 

harus dijelaskan secara berurutan mulai dari dokumentasi, observasi dan 

wawancara yang dilaksanakan secara sistematis serta catatan sebagai 

pendukung atas keabsahan data. 

1. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi 

Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember  

Kebijakan didalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting 

untuk mencapai sebuah tujuan, kebijakan merupakan sebuah rangkaian 

aktivias, aksi, sikap atau rencana program dan keputusan yang dibuat oleh 
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actor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi.Berikut ini adalah penjelasan mengenai wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan rumusan masalah yang pertama 

apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran 

limbah pabrik kopi.  

Seperti permasalahan yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan 

Silo Kabupaten Jember ini.Dimana dengan adanya pencemaran lingkungan 

oleh limbah pabrik ini yang sangat meresahkan warga. Hingga beberapa 

aparat pemerintah tidak akan tinggal diam. Ada beberapa program yang 

dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember sebagai upaya penanggulangan adanya pencemaran limbah pabrik 

kopi tersebut.  

Berikut ini adalah penjelasan mengenai wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti yaituberdasarkan rumusan masalah yang pertama 

apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran 

limbah pabrik kopi.  

Pemaparan narasumber oleh Ibu Putri selaku bagian perencanaan 

yang menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut:  

Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jember untuk kepentingan penegakan hukum antara 

lain meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan 

kualitas dan fungsi lingkungan, seperti mengatur polusi air dan 

udara serta memperkuat tutupan lahan. Selain itu, upaya-upaya 

diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah 
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kabupaten dan kota, yang semuanya berkontribusi terhadap lanskap 

lingkungan yang lebih berkelanjutan.
49

 

 

Dalam meningkatkan perlindungan dan pengelolaan hidup pada 

dasarnya memang tanggung jawab bersama antara pemerintah (negara) 

dan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan 

prinsip- prinsip tata kelola yang baik.Lingkungan hidup merupakan salah 

satu persoalan yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya yang 

membutuhkan pastisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan 

mengelolanya.
50

Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai beberapa 

tujuan yaitu:  

a. Untuk mencapai keserasian, keselarsan dan keseimbangan antara 

manusia dengan lingkungannya 

b. Mewujudkan lingkungan hidup yang menumbuhkan sikap dan tindak 

melindungi serta membina lingkungannya 

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan 

d. Melestarikan fungsi lingkungan hidup 

e. Dapat memanfaatkan sumber daya secara bijaksana.  

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh narasumber, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk mencapai 

beberapa tujuan yang salah satunya adalah melestarikan fungsi lingkungan 

                                                 
49

 Ibu putri (bagian perencanaan) diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 November 

2023 
50

 Kadek Cahya Susila Wibawa,Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Bekelanjutan., 

Administratif Law & Governance Journal, Vol 2, No 1, (March 2019).  
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hidup.Dalam mencapai sebuah tujuan juga membutuhkan kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakatnya. 

“Ketika ditemukan pabrik yang membuang limbahnya 

sembarangan, Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.”. 
51

 

 

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) yaitu perizinan 

berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.Setiap berjalannya 

sebuah program pasti ada landasannya, dan pemerintah menggunakan PP 

No. 22 Tahun 2021 sebagai pedoman demi suksesnya program dalam 

penanggulangan pencemaran limbah kopi yang langsung dibuang ke 

sungai di Desa Mulyorejo.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah 

Dinas Lingkungan Hidup  selain mempunya wewenang juga menggunakan 

PP No. 22 Tahun 2021 yang berhak mereka lakukan dalam wilayah 

setempat dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup 

termasuk juga pencemaran limbah pabrik ini.  

Kamimenampung aspirasi dari masyarakat, jadi ketika ada laporan 

dari masyarakat kami memiliki beberapa tahapan sebelum turun 

langsung ke lapangan.Yang pertama, registrasi pengaduan.Kedua, 

koordinasi dengan bidang terkait.Ketiga, koordinasi dengan 

camat/wilayah setempat kewenangan penyelesaian 

pengaduan.Keempat, monev perkembangan penyelesaian 

penanganan pengaduan.Dan setiap pengaduan di selesaikan secara 

berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten.
52
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Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 November 

2023 
52

Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 November 

2023  
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Berdasarkan hasil wawancara diatas tindakan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup ketika ada laporan dari masyarakat mengenai 

pencemaran diselesaikan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang 

dijelaskan diatas.Proses yang harus pemerintah lakukan demi bebasnya 

lingkungan dari limbah pabrik kopi. Namun selain suksesnya program 

tersebut pemerintah juga melakukan analisis dari beberapa dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat Desa Mulyorejo kecamatan Silo kabupaten 

Jember. 

Kalau pabrik-pabrik besar apalagi pabrik tersebut sudah bernama 

PT pastinya punya AMDAL, IPAL, dan dokumen izin lingkungan 

mbak, termasuk PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Silosanen 

Sumber Tengah itu.Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2012 membahas permasalahan kritis Izin 

Lingkungan, sebagaimana dirinci dalam pasal pertama dan kedua:  

 

1. Izin Lingkungan merupakan pemberian izin bagi orang perseorangan 

atau badan yang melakukan kegiatan yang memerlukan Amdal atau 

UKL-UPL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup).Izin ini merupakan persyaratan 

mendasar untuk memperoleh izin usaha atau izin operasional dan 

sangat penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup kita 

secara berkelanjutan.  

2. Badan usaha atau usaha yang wajib melakukan Amdal atau UKL-UPL 

harus mempunyai Izin Lingkungan untuk menjalankan usahanya secara 

sah.  

3. Perolehan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan proses terstruktur yang meliputi beberapa tahapan: 
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a. Tahap awal meliputi penyusunan Amdal dan UKL-UPL.  

b. Langkah selanjutnya meliputi penilaian Amdal dan pemeriksaan 

UKL-UPL.  

c. Tahap terakhir meliputi permohonan dan selanjutnya penerbitan 

Izin Lingkungan. 

Selain itu, kepatuhan terhadap praktik pengelolaan limbah sangat 

penting bagi individu dan badan industri.Pengelolaan limbah yang tidak 

tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak buruk yang 

signifikan. Keharusan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

khususnya pada Pasal 58 Ayat (1) yang mengatur bahwa siapa pun yang 

terlibat dalam produksi, pengangkutan, peredaran, penyimpanan, 

pemanfaatan, pembuangan, pengolahan, atau penimbunan bahan 

berbahaya dan beracun (B3) harus menerapkan protokol pengelolaan B3 

secara ketat. Kerangka hukum ini menekankan tanggung jawab kita semua 

dalam mengelola jejak lingkungan secara bertanggung jawab.”. 

Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi pencemaran ada 

dua, yaitu berupa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 

atau usaha yang sedang berlangsung.Inisiatif pembinaan ini 

melibatkan kunjungan ke setiap perusahaan untuk mengawasi 

kegiatan pengelolaan lingkungannya.
53

 

 

Pencegahan pelanggaran hukum lingkungan hidup yang efektif 

dapat dicapai melalui langkah-langkah proaktif yang dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
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Ibu Bibit (bagian tata lingkungan), diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 

November 2023. 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan 

PPLH (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).Langkah-langkah ini 

mencakup panduan, yang berfungsi sebagai alat pencegahan yang 

digunakan oleh pemerintah untuk mendukung upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan. Pasal 491 Ayat (3) Keputusan Pemerintah ini 

menguraikan berbagai cara untuk mendorong pembangunan.Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, 

memberikan bimbingan teknis, memfasilitasi inisiatif pendidikan dan 

pelatihan, menawarkan bantuan sarana dan prasarana, menyelenggarakan 

forum bimbingan atau konsultasi, melakukan sesi konseling, mendukung 

penelitian dan pengembangan.usaha, pemberian penghargaan, dan 

penerapan strategi lain yang selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.
54

 

Dan biasanya kalau kegiatan pengawasan ini dilakukan setiap enam 

bulan sekali mbak, dan mereka yang mempunyai usaha kegiatan 

wajib melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media 

lingkungan. 

 

Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk 

mengawasi dan melaporkan perilaku individu yang bertanggung jawab 

atas operasi dan aktivitas bisnis, memastikan kepatuhan terhadap undang-

undang dan peraturan lingkungan hidup.Ini mencakup proses terstruktur 

                                                 
54

Yusmiati, Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Dalam Sistem 

Penegak Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Jurrnal 

Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol 2, No. 2, (April 2023).  
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yang dilakukan oleh kepemimpinan yang kompeten dalam suatu organisasi 

untuk menilai keselarasan hasil kerja dengan tugas, fungsi, dan tanggung 

jawab yang ditetapkan, sehingga memfasilitasi pemahaman tentang 

pengembangan kinerja.
55

 

Pentingnya pengawasan dalam penegakan hukum lingkungan hidup 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Menurut undang-

undang ini, pengawasan sangat penting untuk menegakkan standar 

lingkungan dan memastikan akuntabilitas.Pasal 22 mengamanatkan bahwa 

pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup dilakukan oleh Menteri 

Negara Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk.
56

Pengawasan 

peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 71 Ayat (1) undang-

undang yang sama, yang mengatur kewajiban Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah 

hukumnya masing-masing. 

Sistem pemantauan lingkungan yang efektif sangat penting bagi 

keberhasilan penerapan proses pengelolaan lingkungan.Hal ini harus 

dirancang agar efisien dan menyeluruh, sehingga memungkinkan adanya 

pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan lingkungan hidup secara 

                                                 
55

Choiriah, Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran 

Lingkungan Pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, (Skripsi, Fakultas 

Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015). 
56

Istiana, Penegak Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengelolaan 

Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvers Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), 

(Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 
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komprehensif.Melalui praktik pengawasan yang kuat, para pemangku 

kepentingan dapat secara aktif berkontribusi terhadap kelestarian 

lingkungan dan memitigasi potensi dampak buruk terhadap ekosistem dan 

masyarakat. 

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember  

Memastikan perlindungan lingkungan memerlukan pendekatan 

multifaset yang melibatkan pengawasan yang cermat terhadap aktivitas 

industri yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, khususnya 

polusi. Dampak buruk dari polusi sangat luas, mempengaruhi kualitas 

lingkungan dan menimbulkan risiko besar terhadap sumber daya penting 

seperti air, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ekologi 

sungai dan badan air lainnya dapat mengakibatkan konsekuensi bencana, 

yang tidak hanya berdampak pada manfaat bawaannya tetapi juga fungsi 

perlindungannya dalam ekosistem. 

Pengelolaan lingkungan hidup muncul sebagai upaya penting yang 

bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

guna memenuhi kebutuhan manusia.Mengingat bahwa lingkungan 

merupakan fondasi utama keberadaan manusia, maka kesejahteraannya 

sangat terkait dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.Oleh 

karena itu, tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan 
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berada pada setiap individu, karena lingkungan yang murni dan sehat 

adalah hal yang dihargai secara universal dan penting untuk meningkatkan 

kualitas hidup. 

Strategi pengelolaan lingkungan yang efektif mencakup 

serangkaian praktik, termasuk tindakan pengendalian polusi, pemanfaatan 

sumber daya berkelanjutan, konservasi ekosistem, dan keterlibatan 

masyarakat.Dengan secara proaktif mengatasi tantangan lingkungan dan 

menerapkan praktik berkelanjutan, masyarakat dapat mengurangi polusi, 

melindungi sumber daya alam, dan membina hubungan harmonis antara 

aktivitas manusia dan lingkungan. Pada akhirnya, aspirasi untuk 

lingkungan yang bersih dan berkembang selaras dengan setiap individu, 

menyoroti keharusan kolektif untuk memprioritaskan pengelolaan 

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi 

sekarang dan masa depan. 

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember ini dimana desa tersebut telah terpapar oleh limba kopi 

sehingga warga merasa sangar tergangu oleh adanya pencemaran limbah 

tersebut.Hal ini di buktikan dari pemaparan  narasumber oleh Ibu Hotioma 

selaku warga setempat  korban dampak adanya pencemaran limbah pabrik 

kopi mpat  di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang 

menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut: 

Pencemaran ini sangat mengganggu sekali mbak, apalagi rumah 

saya dekat sekali dengan sungai.baunya terlalu menyengat yg 

kadang membuat tidak nafsu makan. akibat dari pencemaran ini 

salah satunya adalah kotor sehingga banyak mengundang nyamuk, 
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bahkan ketika musim hujan berlangsung  saya juga pernah 

mengalami banjir dan longsor akibat dari penyumbatan aliran 

sungai.
57

 

 

Telah di paparkan diatas oleh Ibu Hotima sebagai warga korban 

dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi berdasarkan hasil 

wawancara dijelaskan bahwasanya dampak dari adanya pencemaran 

limbah pabrik kopi ini setiap hari sangat mempengaruhi hidup 

masyarakat.Mulai dari aktivitas, kesehatan papan dan pangan dari 

masyarakat setempat. 

Hal yang sama, juga diungkapkan dari narasumber oleh Ibu Akni 

selaku warga di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

kepada peneliti, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pencemaran ini biasanya terjadi di musim kemarau yang bertepatan 

dengan musim panen kopi, yang otomatis pabrik tersebut  telah 

mulai mengolah.  keadaan sungai juga terlihat kotor airnya 

berwarna hitam serta baunya yang sangat menyengat. Tapi supaya 

sampah-sampah itu semakin tidak menunmpuk di sungai, disini 

ada beberapa warga yang memanfaatkan sampah plastic untuk di 

daur ulang.Ada yang di buat kerajinan juga.
58

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa 

pencemaran limbah kopi ini sangat berdampak buruk pada lingkungan dan 

masyarakat sekitar. Namun, dalam adanya hal ini  masih ada masyarakat 

yang membuah sampah di sungai bersama dengan limbah dari adanya 

pabrik kopi tersebut. Uniknya dari beberapa sampah yang ada, masyarakat 
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Ibu Hotima, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 November 2023 
58

Ibu Akni, diwawancara oleh penulis , Jember,5 November 2023 
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juga mengambil kesempatan itu untuk membuat kerajinan dengan harapan 

sampah di sungai bisa berkurang.
59

 

Senada dengan saudari Sumiati selaku korban dampak adanya 

pencemaran limbah pabrik kopi juga mengungkapkan  mengenai 

Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember  ini, yang menyatakan sebagai berikut: 

Saya mengalami dampak dari pencemaran limbah kulit kopi yg 

langsung di buang ke sungai mbak.yang saya alami dari 

pencemaran  ini adalah menghirup udara yg tidak segar akibat dari 

baunya sungai yg tidak sedap, dan bahkan saya juga mengalami 

banjir. Dan untuk bentuk partisipasi kami sebagai masyarakat 

selain menjaga kebersihan dan kesehatan kita juga membuang 

sampah pada tempat sampah umum yang sudah di sediakan oleh 

pihak desa dan kami juga tidak membakar sampah sembarang 

untuk menhgindari polusi udara.
60

 

 

Telah di paparkan diatas oleh saudari Sumiati selaku korban 

dampak adanya pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember bahwasanya dengan banyaknya 

dampak negatif yang di rasakan masyarakat, mereka juga berbondong-

bondong untuk berpartisipasi dalam membentuk lingkungan yang bersih 

dan sehat. Seperti, tidak membuang dan membakar  sampah sembarangan 

supaya tidak terjadi polusi udara. Karena dampak dari adanya limbah 

pabrik kopi tersebut sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat 

sehari-hari. 

Hak dan tanggung jawab yang sama mengenai pengelolaan 

lingkungan hidup berlaku di semua lapisan masyarakat, yang merupakan 
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Observasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 5 November 

2023 
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Sumiati , diwawancara oleh penulis , Jember,6 November 2023 
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landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

efektif.Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam 

mengawasi dan mengoptimalkan kegiatan yang bertujuan menjaga 

lingkungan.Seperti yang diungkapkan dengan tepat oleh Koesnadi 

Harjdasoemantri, “partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sangat luas,” dan hal ini menunjukkan 

betapa luasnya cakupan keterlibatan ini. Partisipasi masyarakat melampaui 

keterlibatan individu untuk mencakup upaya kolektif yang mencakup 

berbagai bidang administratif dan proses pengambilan 

keputusan.Keterlibatan ini meluas ke kelompok masyarakat dan organisasi 

yang tindakan terpadunya memperkuat dampak inisiatif lingkungan 

hidup.Kekuatan kolektif masyarakat dan kelompok terorganisir sangat 

penting dalam sektor lingkungan hidup, dimana tantangan kompleks 

memerlukan solusi kolaboratif dan upaya terkoordinasi.Partisipasi 

masyarakat yang efektif tidak hanya meningkatkan pengawasan dan 

akuntabilitas namun juga memanfaatkan beragam keahlian dan sumber 

daya, melampaui kapasitas upaya individu.Dengan memupuk budaya 

tanggung jawab bersama dan keterlibatan aktif, komunitas dan organisasi 

dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai tujuan lingkungan 

hidup, mendorong praktik berkelanjutan, dan mengadvokasi kebijakan 

yang memprioritaskan kesejahteraan lingkungan.Mengakui pentingnya 

peran partisipasi masyarakat menggarisbawahi keterhubungan antar 
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pemangku kepentingan dalam memastikan lingkungan yang sehat dan 

berkelanjutan.
61

 

Hal ini juga di perkuat dengan adanya ungkapkan dari narasumber 

Ibu Rasmawati selaku warga di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember kepada peneliti, yang menyatakan sebagai berikut: 

Meskipun rumah saya terletak pas dipinggir sungai, yang sungai 

tersebut telah tercemari oleh pembuangan limbah kulit 

kopi.pastinya saya mengalami dampaknya, seperti menghirup 

udara yg tidak sedap, airnya kotor, pemandangan jadi jelek 

(mengganggu), kerusakan ekosistem,  dan juga terjadi 

penyumbatan diarea sungai. Biasanya sungai yg kelihatan kotor 

pada waktu musim kemarau gini, akan bersih dengan sendirinya 

ketika nanti musim hujan. Tapi saya sesekali membersihkan 

lingkungan disekitar rumah saya mbak, kadang saya mengajak 

warga setempat menanam pohon untuk menanggulangi banjir.
62

 

 

Berbagai instrumen lingkungan hidup berfungsi sebagai mekanisme 

untuk menjamin partisipasi dalam melindungi hak atas lingkungan hidup 

yang bersih dan sehat.Instrumen-instrumen ini mencakup serangkaian 

kegiatan yang bertujuan mencegah pencemaran lingkungan melalui 

pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Komponen utamanya meliputi 

perencanaan, pengawasan, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan 

hidup seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan 

PKL-UPL (Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), perjanjian 

lingkungan hidup, pemanfaatan instrumen ekonomi, dan pelaksanaan audit 

lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 26 UU PPLH, partisipasi 

masyarakat diatur dalam dokumen AMDAL, meliputi penilaian, evaluasi, 
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pemberian masukan dan saran, serta penanganan dampak lingkungan. 

Mekanisme terstruktur ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan 

pemangku kepentingan, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik 

lingkungan berkelanjutan.
63

 

Didapatkan oleh peneliti selama kegiatan wawancaradan di perkuat 

dari beberapa penjelasan di atas bahwa keinginan dan kesadaran 

masyarakat untuk membangun lingkungan yang indah dan asri itu 

sangatlah tinggi.Penanaman pohon untuk penanggulangan banjir dan 

penhhasil oksigen yang sehat telah mereka lakukan demi lingkungan yang 

mereka tinggali terasa aman dan nyaman
64

.Namun bukan hanya msyarakat 

yang memiliki cita-cita tinggi atas lingkungan yang bersih.Semua juga atas 

arahan dan bimbingan dari jajaran desa setempat. 

Hal ini di buktikan dari pemaparan narasumber oleh Bapak abdul 

aziz selaku Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

yang menyatakan kepada peneliti, sebagai berikut: 

Saya di sini sebagai kepala desa Mulyorejo sudah melakukan 

pengawasan serta teguran kepada masyarakat untuk tidak 

menambah perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

meskipun masyarakat tersebut telah mengalami dampak dari 

perencanaan limbah kopi tersebut yang langsung dibuang ke 

sungai.masyarakat sudah saya arahkan untuk tidak membuang 

sampah sembarangan dan tidak membuang limbah berbahaya ke 

sungai, tidak membakar sampah, serta rutin membersihkan 

lingkungan. juga mengingatkan untuk lebih meningkatkan 

kesadarannya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan 

termasuk tidak membuang sampah langsung ke sungai, dan lebih 
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bagus lagi apabila masyarakat rutin dalam membersihkan 

lingkungannya. kan aneh kalau nanti kita protes mengenai 

pencemaran yang berasal dari kulit kopi yang langsung dibuang ke 

sungai sedangkan kita sendiri juga ikut merusak dan mencemari 

lingkungan.
65

 

 

Dengan adanya kegiatanpenyuluhan yang dilakukan oleh kepala 

desa akan menimbulkan rasa kesadaran diri pada masyarakat untuk 

membantu dalam pembangunan lingkungan yang indah dan sehat di Desa 

Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jembersehingga mesti adanya 

limbah kopi yang sudah  tercemar di sungai akan tetapi masyarakat bisa 

membantu untuk menanggulanginya dengan cara yang lain.  

Berdasarkan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 

bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

terhadap pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan 

Silo Kabupaten Jember saat ini, terdapat beberapa cara yang sudah di 

terapkan  secara efisien di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat selain ikut 

serta dalam pembangunan pengelolaan lingkungan juga memanfaatkan dan 

menikmati hasil dari apa yang sudah masyarakat upayakan selama ini 

dengan tujuanmeningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dengan pedoman hokum UU 

No. 32 Tahun 2009.
66

 

Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam 

menjamin efektivitas pemantauan dan pengawasan kegiatan lingkungan 
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hidup.Pengawasan, sebagai bagian integral dari penegakan hukum 

administratif preventif, memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk 

menegakkan kepatuhan terhadap peraturan.Pendekatan kolaboratif ini 

tidak hanya memperkuat peran pengawasan pemerintah namun juga 

menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam sektor 

lingkungan hidup.Dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat, upaya 

pengawasan dapat ditingkatkan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan 

hasil yang optimal dalam menjaga standar lingkungan dan mencegah 

pelanggaran peraturan.
67

 

Berdasarkan ketentuan pasal 70 UU PPLH Tahun 2009 masyarakat 

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk 

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 

bagaimana peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Bahwa hak dan kesempatan ini berkaitan denab 

kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 67 UU 

PPLH).  

Selanjutnya mengenai bentuk peran serta tersebut, terkandung pasal 

70 ayat (2) UU PPLH yang mangatakan peran masyarakat berupa 

pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat ususl, keberatan, 

pengaduan atau penyampaian informasi/ laporan.  

Dalam pasal 2 UU PPLH Tahun 2009 disebutkan juga salah satu 

asasnya adalah partisipasi dan kearifan lokal. Maka dalam setiap kegiatan 
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pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat didamnya adalah 

partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar, 

pasal 4 UU PPLH tahun 2009 menjelaskan pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan hidup harus meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pengawasan dan penegak hukum.
68

 

C. Pembahasan Temuan 

Bab ini mendalami temuan penelitian yang diperoleh dari data yang 

dikumpulkan dan dianalisis di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten 

Jember.Data yang diolah kemudian dikorelasikan dengan kerangka teori yang 

relevan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap materi pelajaran. 

Pembahasan dalam bab ini mencakup dua aspek utama: pertama, inisiatif 

pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa 

Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember; dan kedua, berbagai bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pencemaran 

limbah pabrik kopi di wilayah yang sama. Adapun lebih jelasnya peneliti 

menguraikannya sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi 

Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember  

Upaya pencegahan dan mitigasi pencemaran lingkungan tetap 

menjadi prioritas pemerintah, terutama melalui pembangunan instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan industri untuk mengelola luapan 
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air.Inisiatif-inisiatif tersebut berasal dari kewajiban pemerintah untuk 

menetapkan kebijakan dan peraturan yang menangani perlindungan 

lingkungan dan pencegahan polusi.Dalam penyusunan peraturan tersebut 

dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek dan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan 

yang diperlukan. Selain itu, kepatuhan terhadap penggunaan bahasa yang 

benar dalam kerangka peraturan sangatlah penting, memastikan kepatuhan 

terhadap aturan bahasa Indonesia yang ditetapkan untuk menjaga kejelasan 

dan akurasi dalam komunikasi dan mencegah salah tafsir.
69

 

Sedangkan Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi 

Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember ini melalui beberapa proses kegiatan sebagai berikut : 

a. Registrasi Pengaduan. 

b. Koordinasi Dengan Bidang Terkait. 

c. Koordinasi Dengan Camat/ Wilayah Setenpat Terkait Kewenangan 

Penyelesaian Pengaduan.  

d. Monev Perkembangan Penyelesaian Penanganan Pengaduan. Dan Setiap 

Pengaduan Di Selesaikan Secara Bejenjang, Mulai Dari Wilayah Sampai 

Kabupaten. 

Tinjauan teori dari para ahli yang mendukung terkait pembahasan 

diatas ialah sebagai bikut: 
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“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, baik yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok, memerlukan pengawasan 

pemerintah untuk menjaga pencemaran dan menjamin kesejahteraan 

masyarakat setempat.Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas 

daerah ini penting untuk memitigasi dampak buruk operasi industri 

terhadap penduduk sekitar.Dengan mengawasi kegiatan-kegiatan ini, 

pemerintah memainkan peran penting dalam menegakkan standar 

lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi 

mereka yang tinggal di dekat lokasi industri.”
70

 

 

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Mulyorejo Kecamatan 

Silo Kabupaten Jember telah ikut serta dan memberikan pengawasan secara 

langsung kepada masyarakat demi efesiensi program yang telah dijalankan 

untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi yang ada di Desa 

Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember  

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan 

Akibat Pencemaran Limbah Pabrik merupakan aspek krusial dalam 

pengelolaan lingkungan hidup modern.Partisipasi ini bermacam-macam 

bentuknya, antara lain memberikan saran dan pendapat yang bertujuan 

untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup.Upaya-upaya ini, baik yang 

diprakarsai oleh pemerintah atau didorong oleh masyarakat lokal yang 
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terkena dampak limbah pabrik, memainkan peran penting dalam 

membentuk praktik berkelanjutan.
71

 

Misalnya saja desa Mulyorejo yang indah di Kecamatan Silo, 

Kabupaten Jember.Di sini, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang 

asri dan berwawasan lingkungan memerlukan kolaborasi antar 

warga.Semangat kolaboratif ini mengakui keterkaitan aktivitas manusia 

dengan ekosistem yang lebih luas, mengakui bahwa keberlanjutan upaya 

manusia sangat berdampak pada organisme lain dan proses alam. 

Di Desa Mulyorejo, warga telah melakukan beberapa upaya terpuji 

terhadap pengelolaan lingkungan, antara lain: 

a. Penyuluhan Kepala Desa: Memberikan kepemimpinan dan bimbingan 

mengenai kesadaran dan tindakan lingkungan.  

b. Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Lingkungan: Terlibat dalam praktik 

seperti penanaman pohon, pembuangan limbah yang bertanggung 

jawab, dan menghindari pembakaran limbah sembarangan. 

c. Memanfaatkan Praktik Pengelolaan Lingkungan: Hal ini mencakup 

inisiatif seperti daur ulang limbah dan menikmati manfaat dari praktik 

lingkungan yang baik. 

Tindakan-tindakan ini sejalan dengan kerangka teoritis yang 

didukung oleh para ahli di bidang pengelolaan lingkungan.Kerangka kerja 

ini mendukung: 
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a. Tercapainya Harmoni dan Keseimbangan: Menumbuhkan 

keseimbangan antara aktivitas manusia dan lingkungan.  

b. Mempromosikan Kewarganegaraan Lingkungan: Mendorong individu 

untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang melindungi dan 

meningkatkan lingkungan.  

c. Menjamin Kepentingan Lintas Generasi: Memastikan bahwa 

keputusan lingkungan mempertimbangkan kebutuhan generasi 

sekarang dan masa depan.  

d. Menjaga Fungsi Lingkungan: Melestarikan fungsi dan ketahanan 

sistem alam.  

e. Penggunaan Sumber Daya Secara Bijaksana: Menggunakan sumber 

daya secara bijaksana dan berkelanjutan. 

Selain itu, upaya tersebut tidak berdiri sendiri, namun juga bertujuan 

untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.Hal ini termasuk perlindungan 

terhadap kegiatan atau usaha pihak luar yang berpotensi merusak 

lingkungan hidup di wilayah Indonesia.
72
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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka pengelolaan 

lingkungan hidup terhadap limbah pabrik kopi di sungai Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Jember 

dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan pembinaan 

dan pengawasan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan kunjungan terhadap setiap 

usaha. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup ini dengan dilakukan setiap enam bulan sekali dan mereka yang 

mempunyai kegiatan usaha wajib melaporkan hasil limbah produksinya 

yang dibuang ke media lingkungan. Tetapi sistem pengawasan ini belum 

telihat maksimal karena masih ada yang membuang limbahnya langsung 

ke sungai seperti yang dilakukan oleh pabrik kopi di Desa Mulyorejo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Dinas Lingkungan Hidup 

mengatasinya dengan beberapa tahapan yaitu dengan registrasi pengaduan, 

koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan camat/ wilayah 

setempat kewenangan penyelesaiann pengaduan. Dan setiap pengaduan di 

selesaikan secara berjenjang mulai dari wilayah sampai kabupaten.  
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2. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban atas terjaga kelestarian 

lingkungannya, karena keberadaan masyarakat ini akan efektif dan optimal  

didalam pengawasan terhadap aktivitas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup terhadap pencemaran limbah kopi di Desa Mulyorejo Kecamatan 

Silo Kabupaten Jember terdapat beberapa cara yang sudah diterapkan 

secara efisien yaitu dengan ikut serta dalam pembangunan pengelolaan 

lingkungan juga memanfaatkan dan menikmati hasil dari apa yang sudah 

masyarakat upayakan selama ini dengan tujuan meningkatkan kepedulian 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya dinas 

lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah kopi di sungai Desa 

mulyorejo belum mencapai standar yang diharapkan atau kurang efektif, 

karena jika dilihat dari UU PPLH pengawasan sangat penting untuk 

menegakkan standar lingkungan dan memastikan akuntabilitas. Pasal 22 

mengatakan bahwa pengawasan terhadap penataan lingkungan hidup atau 

pejabat yang ditunjuk, diperjelas dalam pasal 71 ayat (1) yang mengatur 

kewajiban Menteri, Gubernur atau Walikota untuk mengawasi dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di wilayah hukumnya masing- masing. Sistem 

pemantauan lingkugan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan 

penerapan proses pengelolaan lingkungan, melalui praktik pengawasan 

yang kuat para pemangku kepentingan dapat secara efektif berkontribusi 

terhadap kelestarian lingkungan.  
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B. Saran  

1. Dalam upaya untuk menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan 

hukum lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam 

menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan akibat dari limbah kulit kopi 

yang langsung dibuang ke sungai hendaknya melakukan tindakan 

pengawasan yang lebih efektif lagi bahkan jika perlu berikan sanksi 

kepada pihak yang masih tetap membuang limbahnya. Sehingga nantinya 

akan ada efek jera dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.  

2. Partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sudah melakukan atau 

menanggulanginya dengan efektif, maka untuk masyarakat lebih 

ditingkatkan lagi usahanya dalam mengelola serta tidak ada lagi yang 

namanya penncemaran lingkungan. Sehingga lingkungan tersebut terbebas 

dari berbagai penyakit dan nyaman untuk di huni.  
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